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Produk Makanan dan Minuman, Konsep Saman.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen atas
ketidakpastian harga produk makanan dan minuman di Pantai Lampuuk menurut
konsep saman dalam figh muamalah. Ketidakpastian harga masih menjadi
permasalahan yang sering dikeluhkan konsumen karena kurangnya transparansi
informasi harga dan tidak adanya daftar harga yang jelas, sehingga berpotensi
menimbulkan kerugian bagi konsumen. Fokus penelitian ini adalah sistem
penetapan harga makanan dan minuman di Pantai Lampuuk, bentuk
perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidakpastian harga, serta
tinjauan konsep saman terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sistem penetapan harga di Pantai Lampuuk masih belum
sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan. Sebagian pelaku usaha belum
mencantumkan harga pada daftar menu sehingga konsumen tidak mengetahui
harga sebelum melakukan transaksi. Bentuk perlindungan hukum terhadap
konsumen dilakukan secara preventif melalui kewajiban pelaku usaha
memberikan informasi harga yang jelas, transparan, dan menyediakan daftar
harga, serta secara represif melalui penyelesaian sengketa secara musyawarah
dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian. Dalam perspektif konsep
saman, praktik penetapan harga tersebut belum memenuhi prinsip kejelasan
harga karena informasi harga tidak disampaikan secara terbuka sebelum
transaksi. Akibatnya, transaksi berpotensi mengurangi keadilan, kerelaan para
pihak, serta membuka peluang terjadinya unsur gharar.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

latin.
Huruf Huru Huruf N Huruf N
ama ama
Arab Nama f NEUIE Arab Latin
Latin
te
tidak tidak 4 (dengan
\ AGf | dilamb | dilamb | = @ T il
angkan | angkan ik dl
bawah)
zet
= (dengan
o 3 za v4
' Ba & Be titik di
bawah)
koma
& T3 T Te ¢ ‘ain ‘ terbalik
(di atas)
es
o & g (denga | ¢ Gain G Ge
n titik
di
atas)
z Tim J Je - Fa’ F Ef




ha
= (dengan 3 Qaf Q Ki
< Ha b | itk di
bawah)
s | kna | Kn kahda” 4 Kaf K Ka
a
3 Dal D De J Lam L El
zet
. . . (dengan - Mim M Em
y Zal Z | litik di
atas)
5 R’ R Er U Nin N En
3 Zai z Zet 3 Wau W We
o Stn S Es C Ha’ H Ha
- . am \ Hamz . Apostro
- ym y ye ah f
es
_ (dengan ) Y3’ Y Ye
=) S S tikdi |
bawah)
de
: (dengan
o2 Dad nd ) Sk i
bawah)

2. Vokal
Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin

Fathah A

X1




Kasrah

Dammah

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ & Fathah dan ya Ai
3 Fathah dan wau Au
Contoh:

—S= kaifa, Js»

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

= haula

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
gl Fathah dan alif atau ya A
R Kasrah dan ya I
3 Dammah dan wau U
Contoh:
J& = gala
28] = rama
ds = qila
J 58 = yaqiilu
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4. Ta’ marbitah (%)
Transliterasi untuk ta’ marbatah ada dua. Yaitu:

a. Ta’ marbutah (¢) hidup
Ta’ marbiitah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta’ marbutah ( 3) mati
Ta’ marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta’ marbutah ( 3) diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan
kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( 3) itu

ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
ii'djj d\ﬂﬂ‘ﬁ‘ -raud ah al-atfal
‘U-'MJ‘ UJMS\ -al-Madinah al-Munawwarah
il ~talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.
Contoh:
) -rabbana J¥, -nazzala

3 -al-birr &5l -al-hajj

2

aa -Nu ‘ima
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ('), namun dalam translitrasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasi- kan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.

Contoh:
Jasl -ar-rajulu sl -as-sayyidatu
Gl -asy-syamsu Ay -al-galamu
&l -al-badi ‘u EREN -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun,
itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila
hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab
berupa alif

Contoh:
053G 10’ khuziina 3 -an-nau’
2 -syai’un o -inna

%l -umirtu i -akala
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8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:
O 5 A sl &) -Wa inna 4/lgh lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
Sl 3 QT 1 58508 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
Caall sl 53 -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul Khalil
\AUM A o L ja g -Bismillahi majraha wa mursah
ciill Zea Gl e Al -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
S 4) g UL S -Man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

I Y;“\ P u,
SEesR! ° -Wa ma Muhammadun illa rasul

XV



ll gom 5 i 51 &)

Sl g O3 il Gliany Has

-Inna awwala baitin wud
i‘a linnasi

-lallazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al

Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil
qur’anu
éb Ay u—\-\d\ gﬁ‘é’\-' -Wa lagqad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
-Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini -

-Alhamdu lillahi rabbi al- ‘alamin
-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Tal i &) Gallall

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:
Gu f &y Al (a Siad -Nagsrun minallahi wa fathun gartb
Gaed 314 -Lillahi al-amru jami ‘an

ae o5 0 AT -Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid, karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
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1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidakpastian harga produk makanan dan minuman di Pantai Lampuuk
telah menjadi keluhan yang cukup sering disuarakan oleh konsumen. Hal ini
terjadi karena ketidakjelasan informasi harga yang transparan dan standar harga
yang berlaku. Kondisi ini mengarah praktik yang merugikan konsumen, seperti
tawar-menawar. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia, ini
melanggar asas keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib
memberikan informasi yang benar, dan jujur mengenai kondisi dan harga barang
atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.*

Mabi' dalam konteks jual beli musawwamah, merujuk pada dua unsur
utama yaitu barang yang diperjualbelikan serta harga yang disepakati antara
penjual dan pembeli. Keberadaan mabi’ menjadi bagian penting dari rukun jual
beli yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut hukum. Oleh
karena itu, peran mabi’ sangat krusial dalam menjamin bahwa transaksi
berlangsung secara adil dan sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak, baik
penjual maupun pembeli.2

Ada transaksi bai’ musawwamah, persyaratan perlu disusun sebagai hasil
kesepakatan antara penjual dan pembeli guna menjamin terlaksananya ketentuan
yang berlaku pada akad yang sedang dijalankan, dengan memperhatikan
kualifikasi tertentu. Penjual dan pembeli tidak hanya wajib memenuhi syarat-
syarat yang berkaitan dengan unsur-unsur rukun akad, tetapi juga dapat

menetapkan ketentuan tambahan sebagai spesifikasi dari perjanjian jual beli

Y YLKI, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia, 2015), hlm. 44.

2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finarce: Keuangan Syari’ah, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2007), him. 234.



yang sesuai dengan kebutuhan transaksi tersebut. Kesepakatan ini sebaiknya
dicapai sejak awal agar tidak terjadi perbedaan kepentingan yang bisa
mempengaruhi legalitas transaksi. Harga yang telah disetujui bersama dan
pembayaran yang dilakukan juga harus sesuai dengan kesepakatan yang telah
diterapkan.®

Di kawasan wisata seperti Pantai Lampuuk, Kec. Lhoknga, Aceh Besar,
kejelasan mabi’ sangat krusial karena berhubungan langsung dengan keamanan
konsumen. Namun, masih ditemukan praktik yang tidak sesuai prinsip
muamalah Islam, seperti ketidakpastian harga, ketidaksesuaian produk, dan
minimnya informasi komposisi/kualitas produk yang dapat merugikan salah satu
pihak.*

Konsep mabi’ mengintegrasikan perlindungan konsumen dengan
menekankan keadilan dan transparansi dalam transaksi. Pemahaman konsep ini
penting sebagai dasar analisis perlindungan hukum konsumen terhadap
ketidakpastian harga dan kualitas produk di tempat wisata. Tentang kualitas
objek jual beli sebagai mabi nya, para ulama mazhab telah menetapkan syarat
secara jelas, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah bahwa mabi’
sebagai objek jual beli harus memiliki nilai sebagai harta dan ketentuan harga
yang jelas, sehingga dapat ditransaksikan untuk berbagai kepentingan termasuk
melalui akad jual beli.

Imam Abu Hanifah juga menyatakan bahwa mabi’ harus memenuhi
beberapa syarat seperti keberadaan objek tersebut jelas diketahui wujud dan
keberadaannya, keadaan dari objek juga diketahui oleh kedua belah pihak baik
penjual maupun pembeli. Syarat lainnya juga dijelaskan secara spesifik dalam

. .5
mazhab ini.

® Rachmad Syafe’i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him 86.

* Abdullah bin Nuh, Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Al-
Kausar, 2019,) hlm. 123-125.

> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid XI, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki,
(Bandung: PT. Al-Ma’rif, 1987), hlm. 55.



Pendapat senada dikemukakan oleh mazhab Maliki meskipun penjelasan
detailnya lebih konkrit dikembangkan oleh fugaha dalam mazhab ini, bahkan
penjelasan tentang wujud dan kondisi fisik dari mabi’ ini juga dimaknai secara
jelas termasuk wujud non fisiknya seperti objek dalam bentuk jasa.6

Imam Syafi’i memiliki pendapat yang sedikit berbeda dengan Imam
Hanafi dan Imam Maliki. Menurut Imam Syafi’i, mabi’ adalah objek jual beli
yang memiliki nilai dan harga yang jelas, serta dapat diperjualbelikan dalam
transaksi jual beli. Imam Syafi’i menyatakan bahwa mabi’ harus memenuhi
beberapa syarat seperti memiliki nilai dan harga yang jelas, tidak ada penipuan
atau kecurangan dalam transaksi jual beli, dan harus ada kesepakatan bersama
antara penjual dan pembelinya.7

Imam Ahmad Ibn Hanbal juga memberikan pandangan yang serupa
dengan Imam Syafi’i, walaupun penjelasan spesifiknya dikembangkan oleh
fugaha dalam madzhab ini, seperti penjelasan mengenai wujud dari kondisi
mabi’ itu sendiri yang dimaknai secara detail termasuk wujud non fisik seperti
mabi’ dalam bentuk jasa.8

Dalam kegiatan jual beli ini, salah satu hal yang paling mendasar adanya
kesepahaman antara penjual dan pembeli mengenai barang yang di transaksikan,
terutama soal harga minuman dan makanan. Di kawasan wisata seperti Pantai
Lampuuk, sering kali ditemukan kasus, dimana pembeli tidak mengetahui secara
pasti harga makanan dan minuman yang dibeli sebelum transaksi terjadi. Situasi
ini membuka ruang bagi pedagang untuk mematok harga yang berubah-ubah dan
terkadang tidak masuk akal, terutama kepada wisatawan di luar daerah.
Ketidakpastian seperti ini menciptakan ketidakadilan dalam hubungan antara

pedagang dan konsumen. ’

6 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid XI, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki,
(Bandun%: PT. Al-Ma’rif, 1987), hlm. 56.
1bid., him. 57.
® Ibid., hlm. 58.
® Hasil wawancara dengan Juariah, pemilik warung, pada tanggal 12 Juni 2025, di
Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.



Ketika penjual menyembunyikan atau tidak menetapkan harga dengan
pasti, maka itu membuka peluang adanya penipuan atau manipulasi. Ulama fikih
menegaskan bahwa praktik semacam ini menjadi akar munculnya sengketa dan
kebencian di antara masyarakat. Maka dari itu, pasar yang ideal bukan hanya
dilihat dari seberapa besar perputaran uang yang terjadi, tetapi juga sejauh mana
keadilan dan kejujuran dijaga dalam setiap interaksi ekonomi.

Kondisi ini menjadi perhatian penting, terlebih di Aceh yang secara
hukum menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam penyelenggaraan
pemerintahannya. Maka, analisis terhadap perlindungan konsumen atas
ketidakpastian harga di kawasan Pantai Lampuuk harus mempertimbangkan
aspek keislaman yang hidup di tengah masyarakat. Bukan semata-mata karena
tuntutan hukum positif, tetapi juga karena nilai-nilai keagamaan yang mengatur
bagaimana seharusnya perdagangan dijalankan secara etis dan bermartabat. ™

Kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat
transaksional, yang menuntut adanya interaksi ekonomi antara konsumen dan
pelaku usaha. Dalam konteks ini, Konsep saman sangat relevan karena
menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi.

Penerapan = saman dalam transaksi ekonomi dapat mengatasi
ketidakpastian harga dan potensi konflik yang muncul akibat ketidakadilan.
Dengan adanya prinsip saman, konsumen mendapatkan perlindungan hukum
yang menjamin hak-hak mereka, seperti mendapatkan informasi harga yang jelas
dan perlakuan yang adil dalam bertransaksi. Namun, di kawasan wisata seperti
Pantai Lampuuk, kebutuhan transaksional meningkat seiring dengan
pertumbuhan aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, penerapan konsep saman

menjadi penting untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi berjalan secara

10 Muhammad, Abdul Wahid. Figh Muamalah. Jakarta: kencana, 2011. Hlm. 45-46.



adil, transparan, dan seimbang, sehingga dapat menciptakan kepercayaan dan
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kepuasan konsumen.

dengan jenis produk dan kebijakan masing-masing pedagang, sehingga
mencerminkan keberagaman kuliner yang ditawarkan. Namun, pada sebagian
warung, harga belum dicantumkan secara jelas melalui daftar harga atau menu,
sehingga konsumen tidak mengetahui harga sebelum melakukan pemesanan.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi adanya harga yang tidak
wajar, menurunkan kenyamanan dan kepercayaan pengunjung, serta mencoreng
citra pariwisata lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengimbau agar
seluruh pedagang mencantumkan harga secara jelas dan terbuka di setiap warung
atau tempat usaha mereka. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan sistem
perdagangan yang lebih adil, menjamin kepastian bagi wisatawan dalam
merencanakan pengeluaran, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan
ekonomi lokal yang berkelanjutan.*?

Untuk penetapan harga pada produk makanan dan minuman di kawasan
Pantai Lampuuk, telah disepakati bersama bahwa harga yang ditawarkan kepada
pengunjung telah disesuaikan dan disamakan berdasarkan acuan harga pasar. Hal
ini dilakukan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar pedagang dan untuk
memberikan rasa nyaman serta kepercayaan kepada para wisatawan bahwa
mendapatkan harga yang wajar dan adil di setiap warung, tetapi ada juga
beberapa warung yang membedakan harga, misalnya harga Indomie Rp15.000 di

warung tersebut menjual Rp13 .000.%

Y Mahmud Effendi, Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2020), him. 45.

'2 Destinasi Si Target: Wisata Lampuuk. Diakses dari: https://www.kompasiana.cony.

3 Hasil wawancara dengan Annisa, pemilik warung, pada tanggal 12 Juni 2025, di
Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.
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Umumnya para pelaku usaha di kawasan Pantai Lampuuk mengadakan
musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menetapkan
harga sesuai dengan kondisi pasar, dan harga tersebut akan diberlakukan secara
beragam di semua kafe atau warung. Namun, biasanya harga ikan bakar atau
seafood cenderung mengalami kenaikan, terutama disaat menjelang libur bulan
Ramadhan ataupun saat musim angin kencang, karena ketersediaan barang yang
seringkali menurun dan menyebabkan lonjakan harga.

Dalam penetapan harga pada produk makanan dan minuman di Pantai
Lampuuk, pemerintah daerah tidak secara langsung terlibat, mengingat lahan
tempat berdirinya kafe dan warung tersebut sepenuhnya merupakan murni milik
pribadi, seperti dalam halnya pembelian properti. Meskipun demikian,
pemerintah tetap melakukan pemantauan terhadap kewajaran harga yang di
tetapkan oleh pemilik usaha. Jika ditemukan harga yang dianggap terlalu tinggi,
pemerintah akan memberi teguran pada pemilik kafe atau warung tersebut.
Selain itu, apabila terdapat keluhan dari yang merasa dirugikan dalam
penyediaan pada makanan dan minuman yang disediakan, pemilik warung
tersebut siap untuk ganti rugi atas kerugian tersebut.'®

Tingkat harga sangat memengaruhi minat dan kemampuan pengunjung
untuk membayar. Ketika harga makanan dan minuman di kawasan Pantai
Lampuuk tidak tercantum pada menu dan tanpa informasi yang transparan, maka
konsumen merasa dirugikan. Mereka tidak dapat memperkirakan berapa biaya
yang harus dibayar, sehingga hal ini membebani terutama bagi konsumen
dengan daya beli terbatas, seperti wisatawan lokal. Ketidakpastian ini
mengakibatkan ketimpangan dalam transaksi, karena konsumen tidak berada

dalam posisi yang setara dengan penjual dalam hal informasi.™

' Hasil wawancara dengan Dedi Hidayat, pemilik warung, pada tanggal 16 Juni 2025,
di Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.

1> Hasil wawancara dengan Izaa, Konsumen kafee Ungu, pada tanggal 12 Juni 2025, di
Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.



Perlindungan terhadap konsumen atas ketidakpastian harga pada produk
makanan dan minuman di kawasan Pantai Lampuuk sangat penting untuk
menjaga kenyamanan dan kepercayaan pengunjung. Pelaku usaha di kawasan
wisata perlu menunjukkan keterbukaan harga, misalnya dengan mencantumkan
daftar harga dengan jelas pada tempat usaha mereka. Selain itu, adanya
pengawasan dari pihak yang berwenang dan kerja sama dengan pelaku usaha
lokal juga dibutuhkan agar tercipta lingkungan usaha yang adil, serta memberi
rasa aman dan kepastian bagi para konsumen yang datang berkunjung.*°

Banyak wisatawan mengeluh juga terhadap praktik harga yang tidak
jelas, praktik semacam ini tentu melanggar ketentuan hukum dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal
4 huruf a dan ¢ yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan,
serta hak untuk mendapatkan informasi dan harga yang wajar."” Namun, untuk
menanggulangi masalah ini, konsumen memiliki beberapa jalur perlindungan
hukum. Konsumen dapat mengadukan praktik penetapan harga yang merugikan
ini ke badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Dinas Perdagangan. Di
sisi lain juga konsumen dapat menyelesaikan secara musyawarah, mediasi atau
arbitrase melalui BPSK.

Dalam kajian ini, penulis meneliti tentang analisis perlindungan hukum
terhadap konsumen atas ketidakpastian harga pada produk makanan dan
minuman di Pantai Lampuuk menimbulkan dampak hukum yang merugikan
konsumen, seperti kebingungan dan potensi sepihak dari penjual dalam
menentukan harga. Hal ini, menyebabkan konsumen tidak mendapatkan
kepastian dan keadilan dalam bertransaksi. Pada konsep saman, kejelasan harga
merupakan syarat sahnya jual beli. Jika harga tidak jelas, maka transaksi dapat

dianggap tidak sah atau cacat.

'® Hasil wawancara dengan Izaa, Konsumen kafe Ungu, pada tanggal 12 Juni 2025, di
Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.
' Undang-Undang Nomor 8 tentang Pelindungan Konsumen.



Untuk penelitian ini penulis tetapkan judul yaitu Analisis Perlindungan
Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidakpastian Harga Pada Produk

Makanan Dan Minuman di Pantai Lampuuk Menurut Konsep Saman.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka
penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pihak manajemen kafe dan warung makan di Pantai Lampuuk
tidak terbuka dan transparan dalam menetapkan harga pada produk
makanan dan minuman yang dijualnya?

2. Bagaimana respon konsumen terhadap harga yang ditetapkan pemilik
kafe dan warung setelah makanan dan minuman diorder dan dikonsumsi?

3. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap
konsumen yang dilakukan pemilik kafe dan warung menurut konsep

saman?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini
dilakukan agar lebih fokus dalam penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui tentang pihak manajemen kafe dan warung makan di
Pantai Lampuuk tidak terbuka dan transparan dalam menetapkan harga
pada produk makanan dan minuman yang dijualnya.

2. Untuk mengetahui respon konsumen terhadap harga yang ditetapkan
pemilik kafe dan warung setelah makanan dan minuman diorder dan
dikonsumsi.

3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dapat diterapkan
terhadap konsumen yang dilakukan pemilik kafe dan warung menurut

konsep saman.



D. Penjelasan Istilah

Untuk mengetahui gambaran tentang pembahasan dalam penelitian
dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah
dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang berjudul Analisis
perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidakpastian harga pada produk
makanan dan minuman di Pantai Lampuuk menurut konsep Saman maka
terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan
sebagainya) memperlindungi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) Perlindungan adalah tindakan atau hal melindungi; naungan;
pembelaan.18

Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan
(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu
masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.'®

Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang
dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga
ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.”

Analisis yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu upaya
memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara, termasuk
konsumen. Dalam jual beli, konsumen merupakan pihak yang rentan
dirugikan jika informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak transparan,
termasuk juga soal harga.

2. Konsumen

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/perlindungan/analisis
diakses pada Tanggal 30 Mei 2025.

19 Satjipto Rahardjo, Zlmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). Hlm 38.

20 Yuhelson, Pengantar IImu Hukum, (Ideas Publishing, Desember 2017). Hlm 3.


https://kbbi.web.id/perlindungan/analisis

10

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konsumen adalah
pemakai barang hasil produksi (makanan, pakaian dan sebagainya) pemakai,
pembeli.21

Analisis yang penulis maksudkan di sini konsumen adalah individu
atau kelompok yang memperoleh atau menggunakan produk makanan dan
minuman yang ditawarkan oleh pelaku usaha di kawasan wisata Pantai
Lampuuk, dengan harapan memperoleh harga yang jelas, wajar, dan sesuai
dengan kualitas produk yang ditawarkan.

3. Ketidakpastian Harga

Ketidakpastian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah keadaan tidak pasti, keadaan yang belum tentu, atau tidak menentu.”
Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang
yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari
barang atau jasa. Menurut William J. Stanton, harga adalah jumlah uang
(kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk
memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang
menyertainya.23

Analisis yang penulis maksudkan di sini ketidakpastian harga adalah
suatu kondisi dimana harga suatu barang, jasa sulit diprediksi secara akurat.
Hal ini terjadi karena harga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bisa
berubah sewaktu-waktu, seperti kondisi pasar. Ketika harga tidak pasti, para
pelaku ekonomi seperti produsen, konsumen, dan investor menghadapi
kesulitan dalam mengambil keputusan.

4, Produk Makanan dan Minuman

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https:/kbbi.web.id/konsumen/analisis
diakses pada tanggal 28 Mei 2025.

%2 Ibid., diakses pada tanggal 1 Juni 2025.

% Marius P. Angipora, Dasar-dasar Pemasaran, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2002), Cet 2, him. 268.
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Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk
diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat
memuaskan keinginan atau kebutuhan.?* Makanan adalah kebutuhan pokok
manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik
dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, karena makanan sangat diperlukan
oleh tubuh. Minuman adalah cairan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup,
terutama manusia, untuk menghilangkan dahaga, menyegarkan tubuh.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minuman adalah barang
yang dapat diminum (seperti air, kopi, dan sirup).?®

Analisis yang penulis maksud dalam penelitian ini, produk makanan
dan minuman adalah jenis barang yang diperjualbelikan untuk dikonsumsi
secara langsung, baik berupa makanan ringan, makanan berat maupun
minuman kemasan atau olahan yang dijual di tempat wisata Pantai Lampuuk,
Kec. Lhoknga, Aceh Besar.

5. Konsep Saman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsep adalah
rancangan; atau rancangan awal sebelum menjadi sesuatu pengertian yang
konkret.”® Saman (0= secara Bahasa berarti harga. Secara istilah, saman
merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai alat tukar dalam transaksi jual-
beli, yaitu seperti uang atau barang yang disepakati oleh para pihak sebagai
alat pembayaran.27 Dalam praktik jual beli saman adalah istilah yang
merujuk pada harga atau nilai yang disepakati sebagai imbalan atas barang
atau jasa yang diperjual belikan. Saman ini menjadi unsur penting dalam

suatu bentuk perjanjian jual beli karena merupakan bentuk kesepakatan antara

** Anang Firmansyah, Pemasaran Produk Dan Merk, (Yogyakarta: Qiara Media, 2019),
him. 2.

% Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/minuman/analisis diakses
pada tanggal 1 Juni 2025.

® Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/konsep/analisis diakses
pada tanggal 2 Juni 2025.

2" Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1985), hlm. 2665.


https://kbbi.web.id/minuman/analisis
https://kbbi.web.id/konsep/analisis
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penjual dan pembeli mengenai besarnya pembayaran yang harus diberikan

oleh pembeli sebagai balasan atas harga barang yang diterima. Saman harus

memenuhi syarat tertentu, seperti jelas, pasti, dan disepakati oleh kedua belah

pihak agar perjanjian tersebut sah dan dapat mengikat secara hukum.?®

Konsep saman menekankan pentingnya kejelasan dalam bertransaksi,

termasuk juga kepastian harga serta kepastian dalam jual beli, dan tanggung
jawab penjual terhadap barang atau jasa yang ditawarkan.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiasi dalam
penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan
diteliti yaitu tentang analisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas
ketidakpastian harga pada produk makanan dan minuman maka peneliti akan
meneliti lebih lanjut bagaimana relevansinya dengan harga yang ditetapkan di
Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar. Adapun penelitian lain yang terkait
dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Tan Nathalia pada tahun 2023,
Mahasiswi Universitas Jayabaya, Jakarta. Program Studi Magister Kenotariatan,
tentang “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Online Terkait Penampilan
Produk Makanan Diterima Tidak Sesuai Dengan Ditawarkan Dalam Aplikasi”.
Penelitian ini mengkaji ketidaksesuaian produk makanan oleh konsumen dengan
penawaran yang tercantum dalam aplikasi layanan pesan antar makanan online.
Pada penelitian ini lebih mengkaji aspek perlindungan hukum bagi konsumen
atas praktik wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi
elektronik.?®

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-

sama menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam

BR. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 60-61.

? Tan Nathalia “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Online Terkait Penampilan
Produk Makanan Diterima Tidak Sesuai Dengan Ditawarkan Dalam Aplikasi”, Jurnal Hukum
Non Diskriminatif 1, No 2 (Januari 2023).
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transaksi makanan dan minuman. Namun, perbedaannya terletak pada fokus
permasalahan dan pendekatannya melalui pendekatan normatif yuridis dalam
kerangka hukum positif, sementara penelitian penulis lebih mengkhususkan pada
ketidakpastian harga sebagai bentuk ketidakadilan dalam transaksi konsumsi di
Kawasan Pantai Lampuuk, yang ditinjau melalui perspektif hukum khususnya
dalam konsep saman, yaitu ketentuan harga yang pasti dan diketahui oleh kedua
belah pihak dalam akad jual beli.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Safrizal, Mahasiswa UIN Ar-Raniry,
Fakultas Syari’ah dan Hukum pada tahun 2021, yang berjudul “Sistem
Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman Impor di Banda
Aceh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal dan Ingredients
pada Kemasan)”. Membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen
dalam konteks ketidakterbukaan informasi pada kemassan produk impor,
khususnya yang tidak mencantumkan label halal dan komposisi bahan. Dalam
penelitian ini masih banyak produk makanan dan minuman impor yang beredar
di Banda Aceh tanpa label halal atau daftar komposisi, yang menimbulkan
keraguan bagi konsumen muslim.*

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-
sama membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual
beli makanan dan minuman, keduanya menyoroti adanya ketidakjelasan dalam
transaksi. Adapun perbedaan antara penelitian Safrizal dengan penelitian penulis
adalah pada fokus kajian. Penelitian Safrizal lebih menekankan pada aspek
kejelasan informasi produk yang dikemas (label halal dan ingredients),
sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada aspek ketidakpastian harga
makanan dan minuman yang dijual di kawasan wisata Pantai Lampuuk, Kec.

Lhoknga.

% Safrizal, “Sistem Perlindungan Konsumen pada Produk Makanan dan Minuman
Impor di Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal dan Ingredients
pada Kemasan)”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).
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Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Luki Fikri, Mahasiswa Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah pada tahun 2023, yang
berjudul  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Pasar dan
Perlindungan Konsumen dalam Stabilitas Harga (Studi pada Satuan Tugas
Pangan Polda Lampung)”. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang
peran Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga dan memberikan
perlindungan terhadap konsumen dari kenaikan harga bahan pokok dengan
pendekatan deskriptif kualitatif dan tinjauan dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-
sama menyoroti perlindungan terhadap konsumen dalam konteks harga yang
tidak menentu. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup, dan
pendekatan. Yang digunakan penelitian Luki Fikri berfokus pada stabilitas harga
secara umum oleh lembaga negara, sementara penelitian penulis lebih pada
makanan dan minuman di Pantai Lampuuk, dan dianalisis dari konsep saman.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Amrisyah Mutoi, Mahasiswa
Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum pada tahun 2024, yang berjudul
“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perbedaan Harga Pada
Label Rak Barang dengan Nota Pembayaran (Studi Penelitian di Suzuya
Lhokseumawe)”, dalam penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana
implementasi perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap
perbedaan harga antara label rak dan nota pembayaran. Data dikumpulkan
melalui studi pustaka dan wawancara. Ditemukan bahwa Suzuya Lhokseumawe
menerapkan perlindungan konsumen preventif, seperti memasang pengumuman
bahwa harga yang tertera di rak merupakan harga yang sebenarnya, apabila

terdapat selisih harga maka konsumen dapat menghubungi customer service,

! Luki Fikri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Pasar dan Perlindungan
Konsumen dalam Stabilitas Harga (Studi pada Satuan Tugas Pangan Polda Lampung)”, Skripsi,
(Lampung: Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung, 2023).
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serta mencantumkan nomor layanan di nota pembayaran. Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif,*

Penelitian ini memiliki kesamaan fokus dengan proposal penulis, yaitu
sama-sama mengeksplorasi perlindungan konsumen terhadap ketidakpastian
harga dalam penyediaan produk makanan dan minuman. Namun, perbedaannya
yaitu pada penelitian Amrisyah Mutoi lebih menitikberatkan analisis terhadap
mekanisme penyelesaian ketika terjadi selisih harga di titik pembelanjaan
formal, sementara penelitian penulis, mengintegrasikan konsep saman dalam
perspektif Islam untuk mengukur keadilan dan kepastian harga di kawasan
wisata Pantai Lampuuk, Kec. Lhoknga.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Ali Imran, UIN Alauddin Makassar
tentang “Perlindungan Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak
Berlabel Halal di Kota Makassar”. Penelitian ini membahas bentuk
perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengonsumsi produk makanan
dan minuman tanpa label halal, dengan menggunakan pendekatan yuridis
empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen
sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal. Dalam praktiknya, perlindungan dilakukan melalui sertifikasi halal oleh
LPPOM MUI, sosialisasi, serta pengawasan dan sanksi administratif terhadap
pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.*

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-
sama membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sektor makanan
dan minuman. Namun, perbedaannya terletak pada fokus permasalahan yaitu

artikel ini menyoroti aspek jaminan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap

8 Amrisyah Mutoi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perbedaan
Harga Pada Label Rak Barang Dengan Nota Pembayaran (Studi Penelitian di Suzuya
Lhokseumawe)”, Skripsi, (Lhokseumawe: Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2024).

% Ali Imran, Siti Nurjannah, dan Muh. Amiruddin, “Perlindungan Konsumen Terhadap
Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar,” Alauddin Law
Development Journal (ALDEV), Vol. 5, No. 1, 2023, h. 103.
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hak konsumen muslim, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada
perlindungan hukum terhadap ketidakpastian harga yang dialami konsumen di
kawasan Wisata Pantai Lampuuk, dengan menggunakan pendekatan konsep
saman dalam hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan riset di atas, penulis dapat menegaskan bahwa
penelitian ini bebas dari unsur plagiasi serta tidak mengandung pengulangan.
Penelitian ini memiliki ciri yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.
Karena itu, Penelitian ini layak untuk dikaji lebih lanjut dan dikembangkan

dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

F. Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian ini adalah cara ilmiah yang digunakan oleh
peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna
menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dalam suatu studi tertentu hingga
mencapai  tujuan peneli‘[ian.34 Dalam melakukan penelitian, penulis
membutuhkan data yang lengkap untuk memperoleh informasi yang relevan
dengan permasalahan penelitian sehingga penulis membutuhkan teknik yang
tepat. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh penulis sebagai berikut:
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk
memperoleh jawaban atas pertanyaan penulis yang telah dirumuskan dalam
penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis
empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji hukum baik segi normatif
maupun pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk
menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas
ketidakpastian harga pada produk makanan dan minuman yang dijual di

kawasan Wisata Pantai Lampuuk, kec. Lhoknga menurut konsep saman.

3 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2017), hlm. 2.
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Pendekatan ini mengkaji peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen, terutama di dalam hubungan antara
pedagang dan konsumen di kawasan Pantai Lampuuk.

Aspek yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku mengenai perlindungan konsumen terhadap ketidakpastian harga
pada produk makanan dan minuman yang dijual di kawasan Pantai Lampuuk.
Sedangkan aspek empiris dilakukan dengan menelusuri fakta di lapangan
melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pelaku usaha di Pantai
Lampuuk, guna mengetahui penerapan aturan tersebut dijalankan secara
nyata. Kedua pendekatan ini menjadi kerangka penting dalam menganalisis
kesesuaian antara norma hukum yang ditetapkan dengan realitas praktik yang
berlangsung di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan pengelompokan cara atau pendekatan
yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi sebagai pemecahan
masalah dalam penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis spesifiknya yaitu
deskriptif analisis.

Dalam riset ini, penulis menganalisis perlindungan hukum terhadap
konsumen atas ketidakpastian harga pada produk makanan dan minuman di
Pantai Lampuuk. Kec. Lhoknga. Dalam deskriptif analisis, penulis mengkaji
relevansi praktik tersebut dengan konsep saman dalam hukum.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala hal yang berkaitan dengan data yang
diperoleh.35 yaitu segala sesuatu yang merujuk pada berbagai informasi yang
digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam. Adapun

mengenai sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

% Suharmi Arikundo, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), hlm. 120.
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a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber
utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari
hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan
pengolahan lebih lanju‘[.36 Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari
hasil wawancara langsung empat orang yaitu Juariah, Dedi Hidayat, M.
Amin, dan Annisa, selaku pemilik kafe atau warung, serta Izaa, Aisyah,
Rizky, Humaira selaku konsumen yang pernah melakukan transaksi

pembelian makanan dan minuman di Pantai Lampuuk.

. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah peneliti atau penulis
dapatkan melalui tela’ah literatur (library research) seperti buku-buku,
jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Setelah data tersebut diperoleh
maka penulis menganalisisnya sesuai dengan prosedur penelitian dengan

menggunakan Regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan metode

wawancara dan dokumentasi.

a. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh
melalui komunikasi langsung secara lisan guna memperoleh informasi atau
pendapat yang berkaitan dengan permasalahan peneli‘[ian.37 Dalam riset ini
penulis menggunakan wawancara dalam bentuk guiden interview dengan
membuat daftar pertanyaan dan kerangka wawancara sistematis yang

diajukan pada pihak-pihak yang terlibat langsung, yaitu dengan empat

* Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2005), him. 122.

194.

%" Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), him.
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orang pemilik kafe atau warung dan empat orang pengunjung kafe di
Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu proses pencatatan, penyimpanan
informasi data yang diperoleh dari wawancara yang bersumber dari
dokumen dan rekaman.®® Adapun data dokumentasi yang penulis
butuhkan dalam bentuk daftar menu dan bukti pembayaran yang
diberikan kepada pihak konsumen.
5. Langkah Analisis Data
Langkah analisis data adalah proses pengolahan data yang diperoleh
peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang telah
diformat dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang valid dan
objektif. Adapun tahapan yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Melakukan penelaahan data yang telah dikumpulkan dengan membaca
dan memverifikasi seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan
dokumentasi, sehingga dapat diketahui secara jelas mana yang
merupakan data primer dan data sekunder.

b. Melakukan pengelompokan data berdasarkan sumber dan jenisnya, yaitu
data hasil wawancara yang dikategorikan sebagai data primer, dan data
dari buku, jurnal, serta dokumen lain sebagai data sekunder.
Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis agar
tetap fokus pada konteks penelitian.

C. Menyusun data yang telah diverifikasi dan diklasifikasikan melalui
tabulasi, agar data dapat diatur secara sistematis sesuai tema atau topik
yang diteliti, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen atas
ketidakpastian harga pada produk makanan dan minuman di Pantai

Lampuuk menurut konsep saman.

¥ Muhammad Teguh, Metologi penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2005), hlm. 22
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d. Menyusun data hasil analisis ke dalam bentuk naratif ilmiah secara
sistematis dan logis dalam format skripsi, agar dapat menggambarkan
kondisi nyata dan memberikan rekomendasi yang relevan.

6. Pedoman Penulisan
Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman

Karya Tulis I[lmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019, Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur’an dan terjemahannya yang

diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, buku-

buku figih muamalah, serta berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan topik kajian ini. Dengan berpedoman pada sumber-sumber yang telah
ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis guna
memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam
penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh tulisan yang baik dan mudah dipahami serta
dimengerti maka sistematika pembahasannya dibagi dalam bab-bab dan tiap bab
dibagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian dan sistematika pembahasan ini
adalah:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan
mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian,
penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab dua, merupakan pengertian saman dan dasar hukumnya, pendapat
fugaha tentang syarat-syarat saman, kualitas saman sebagai objek transaksi dan
keberadaannya saat transaksi, pendapat ulama tentang kualitas saman dan
relevansinya dengan ketidakpastian harga, dan kesesuaian dengan objek jual beli

(mabi’).
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Bab tiga, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang
perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidakpastian harga pada produk
makanan dan minuman di pantai lampuuk menurut konsep sSaman. Bab
pembahasan ini menguraikan gambaran tentang praktik penetapan harga oleh
pedagang serta dampaknya terhadap hak-hak konsumen, dan tinjauan konsep
saman dalam jual beli memberikan relevansi terhadap perlindungan konsumen
di kawasan Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.Bab
empat, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban
dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran
yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi

pihak-pihak terkait.



BAB DUA
KONSEP SAMAN DAN PENETAPAN HARGA DALAM FIQH
MUAMALAH

A. Konsep Saman dalam Figh Muamalah

Saman dipahami sebagai harga atau nilai tukar yang digunakan dalam
transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Namun, dalam figh muamalah
saman dipahami bukan sekedar sebagai harga atau alat tukar, melainkan sebagai
unsur hukum yang harus ditetapkan secara jelas, pasti, dan disepakati antara
penjual dan pembeli.

Saman secara bahasa berarti harga, nilai tukar, atau sesuatu yang
digunakan sebagai alat pembayaran. Kata Saman sering digunakan untuk
menunjukkan nilai suatu barang yang ditukar dengan barang lain atau dengan
uang.* Secara istilah saman merujuk pada sesuatu yang digunakan sebagai alat
tukar atau kompensasi untuk barang yang dijual (mabi’) dalam akad jual beli.
Saman umumnya berupa uang, tetapi dalam praktik muamalah Islam juga bisa
berupa barang lain yang disetujui dan mempunyai nilai ekonomi. Oleh karena
itu, saman bukan hanya sekedar angka harga, melainkan elemen penting dalam
akad yang menentukan keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dengan
pembeli.

Kejelasan saman merupakan syarat utama dalam keabsahan transaksi
jual beli menurut figh muamalah. Kedua pihak harus mengetahui secartrsa tepat
tentang harga, termasuk jumlah, jenis, dan metode pembayaran, untuk mencegah
adanya unsur ketidakpastian. Aturan ini ditujukan untuk melindungi keadilan
dan mencegah kemungkinan perselisihan yang bisa merugikan salah satu pihak.
Penetapan harga ini harus berlandaskan pada prinsip kesepakatan (taradi),
sehingga transaksi yang dilakukan benar-benar berasal dari persetujuan Bersama
tanpa adanya tekanan ataupun kecurangan. Dalam perspektif hukum Islam,

harga yang disetujui tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga

% Rachmad Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him. 74.
22
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berdimensi moral dan hukum, karena berkaitan langsung dengan tanggung
jawab masing-masing pihak dalam melaksanakan transaksi.*’

Mazhab Hanafiyah menegaskan bahwa harga dalam akad jual beli wajib
diketahui secara jelas, baik dari segi nominal, jenis alat pembayaran, maupun
waktu pembayarannya. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa penyembunyian
harga atau penetapan harga secara sepihak setelah akad berlangsung dapat
dikategorikan sebagai tadlis (penipuan), yang hukumnya haram dalam Islam.
Menurut pandangan ulama hanafiyah, apabila harga tidak ditentukan secara pasti
saat akad berlangsung, maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad fasid
karena mengandung unsur gharar.**

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh mazhab Malikiyah yang
memandang kejelasan harga sebagai bagian dari upaya menjaga Maslahah
'"Ammah. Ulama Malikiyah melarang praktik jual beli yang menyembunyikan
harga atau membiarkan pembeli berada dalam ketidaktahuan, khususnya juga
pada transaksi konsumtif seperti makanan dan minuman. Ketidakjelasan harga
dinilai membuka peluang ekspoitasi terhadap konsumen dan bertentangan
dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan dalam muamalah.*

Mazhab Syafi’iyah memiliki pandangan yang lebih ketat terkait
kejelasan saman. Menurut Imam Syafi’l, akad jual beli tidak sah apabila harga
tidak diketahui secara jelas oleh kedua pihak pada saat akad dilakukan.
Ketidaktahuan terhadap harga dikategorikan sebagai gharar yang membatalkan
akad karena menghilangkan unsur kerelaan(taradin) antara penjual dan

pembeli.43

0 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Figh ‘ald al-Mazahib al-Arba‘ah, Jilid 11 (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), him. 159.

*1 Arum Indiharwati et al., “Gharar dalam Akad Jual Beli Perspektif Mazhab Hanafi,”
Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 9 No. 2, 2025.

2 Rahmawati, “Transparansi Harga dalam Jual Beli Perspektif Mazhab Hanafi,”Al-
Iktisab: Journall of Islamic Economic Law, Vol. 9 No. 1, 2024.

** Muthia Azzahra et al,. “Bai’ Majhuk Ats-Tsaman dalam Perspektif Mazhab Syafi’l,”
Hikmah: Journal of Islamic Studies, Vol. 4 No. 1,2025.
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Mazhab Hanbali berpendapat bahwa kejelasan harga (saman) merupakan
syarat sah akad jual beli. Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa jual beli
tidak sah apabila harga tidak diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak saat
akad berlangsung, karena mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam.
Ketidaktahuan pembeli terhadap harga juga menghilangkan unsur kerelaan
(taradin), sehingga akad dinilai cacat.”

Secara terminologi fikih, para ulama memberikan definisi mengenai
saman, salah satu diantaranya dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaily menjelaskan
bahwa saman adalah sesuatu yang disetujui oleh semua pihak sebagai media
pembayaran dalam proses jual beli, baik itu dalam bentuk uang maupun harta
lainnya yang diperhitungkan dan dapat diakui oleh syari’at Islam. Konsep ini
menunjukkan bahwa saman tidak hanya terbatas pada uang dalam arti sempit
seperti yang dikenal dalam sistem ekonmi pada saat ini, tetapi meliputi semua
bentuk nilai tukar yang sah, memiliki nilai, dan juga dapat diterima dalam
praktik muamalah. Dengan adanya kesepakatan dari penjual dan pembeli, suatu
barang ataupunn kekayaan yang bisa berfungsi sebagai saman selama tidak
bertentangan dengan ketentuan syari’at, seperti tidak mengandung unsur riba,
gharar, atau barang yang diharamkan.*

Pada konteks jual beli ba’i muawwamah, konsep saman ini memiliki
peranan yang sangat penting karena harga yang tidak ditentukan oleh informasi
harga pokok barang, melainkan sepenuhnya melalui proses tawar-menawar dan
kesepakatan antara penjual dan pembeli.46 Oleh karena itu, dalam praktik bai’
musawwamah, penjual berkewajiban menyampaikan informasi harga secara
transparan, sedangkan pembeli memiliki hak untuk mengetahui dan menyetujui

harga tersebut secara sadar. Prinsip ini sejalan dengan tujuan figh muamalah

** Tbnu Qudamah, Al-Mughni, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. revisi
2020), h. 174-175.

5 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, cet. ke-4, Juz IV (Damaskus: Dar
al-Fikr, 1989), hlm. 256257

* Nurul Huda, dkk, “Konsep Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Jurnal Al-
Iqtishad: Journal of Islamic Economics, Vol. 6, No. 2 (2014): 159-161.
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yang menekankan kedilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap para pihak
yang bertransaksi, khususnya konsumen sebagai pihak yang rentan dirugikan
apabila terjadi ketidakjelasan harga.

Dasar hukum saman terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist yang
menegaskan prinsip keadilan, kejujuran, serta larangan mengambil harta orang
lain secara tidak sah. Berikut beberapa ayat Al-Qur’an dan hadist tenang
Saman, yaitu:

Qs. An-Nisa ayat 29:

(T - e P RS PR < PP A A P N S I I o
W Gl 1) Y 1308 280150 285 LG 1 & 368 5 Be )
SE%u - (e SE- A2 Gy cE o0& |20 -
s 5 15 Rl &) @0 08 & s
Artinya: “Wahai Orang-Orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu”. (Q.S Al-Nisa’: 29).

Menurut Tafsir Al-Jalalayn, janganlah kalian mengambil harta sesama
kalian dengan cara batil, seperti riba dan penipuan. Kecuali dengan jalan
perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan. Dan janganlah kalian
membunuh diri kalian dengan melakukan hal-hal yang mengundang kebinasaan.
Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, maka dia melarang hal-hal yang
merugikan diri dari harta kalian.*’

Pada ayat ini menegaskan bahwa setiap aktivitas transaksi ekonomi

harus dilakukan secara adil dan atas dasar kerelaan para pihak, serta dilarang

mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.

Qs. Al-Baqarah ayat 188:

o Nandang Thwanudin, Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi), (Jawa Barat:
Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm. 60.
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Artinya: “Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalam yang batil

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain

itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui”. (Al-Bagarah: 188)

Menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa ayat ini menjadi

landasan dalam muamalah untuk menjaga harta manusia dari praktik yang

merusak keadilan sosial. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa larangan memakan

harta secara batil dan tidak terbatas pada pencurian atau perampasan secara

paksa, tetapi juga mencakup transaksi ekonomi yang dilakukan dengan cara

yang tidak jujur, termasuk menetapkan harga tanpa kejelasan sehingga pihak
lain tidak mengetahui secara pasti nilai yang harus dibayarkan.*®

Kejelasan harga dalam transaksi jual beli harus diiringi dengan adanya

kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan tersebut hanya dapat terwujud

apabila informasi harga disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh kedua

belah pihak sejak awal transaksi. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:
G ol deala po WA my ) A 1806 (00 A #:) aal) Ge
il 5 Y5 O O (58 alid V) ey (i Ala(sl 5, ¢ o) 4al)

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri RA, Rasulullah SAW bersabda:
Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling Ridha,
dan tidak halal harta seorang muslim kecusli dengan kerelaan
hatinya.” (H.R. Ibnu Majah).

Hadis ini menegaskan bahwasanya pengambilan harta orang lain,

termasuk melalui transaksi jual beli, tidak dibenarkan tanpa adanya persetujuan

yang sadar. Namun ketika makanan dan minuman tidak diberitahukan secara

% Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam Al-
Qur’an, Juz 11 (Beirut: Dar al-kutub al ‘ilmiyyah, 2006), hlm. 351.
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jells sejak awal, maka kerelaan konsumen menjadi cacat karena didasarkan pada

ketidaktahuan.

Menurut Mahmud Effendi, hadis ini menjadi perlindungan konsumen
dalam hukum Islam, karena mewajibkan pelaku usaha untuk bersikap transparan
dalam menetapkan harga agar tidak terjadi pemamfaatan ketidaktahuan

49
konsumen.

Rasululah SAW menegaskan bahwa penetapan harga tidak boleh
dilakukan secara zalim dan merugikan masyarakat, sebagaimana hadisnya :

Ge el o dllla o A Ade JIE; S Gad) e e Jsks 4

ol 0 atle g 106 G Oty o St OB G A 5 ¢ andl)

dallhay 320 Y5 J (ol 5 ol lde i i)

Artinya : “Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Pada masa Rasulullah SAW

harga-harga pernah naik. Maka para sahabat berkata: ‘Wahai

Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami.” Beliau bersabda:

‘Sesungguhnya  Allah-lah  yang menetapkan harga, yang

menyempitkan rezeki, serta memberi rezeki. Dan aku berharap

bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun dari kalian yang

menurutku karena suatu kezaliman, baik dalam urusan darah maupun
harta.””

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat berhati-hati
dalam persoalan harga agar tidak menimbulkan kezaliman terhadap salah satu
pihak. Penolakan Rasulullah SAW untuk menetapkan harga secara sepihak
didasarkan pada kekhawatiran terjadinya ketidakadilam dalam harta.

Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya prinsip kejelasan dan
keterbukaan dalam transaksi ekonomi. Ketidakpastian harga (saman) dalam jual

beli dinilai sebagai bentuk gharar yang dilarang karena dapat merugikan

* Mahmud Effendi, Perindungan Konsumen dalam Hukum Islam, Cet. Ke-2 (Jakarta:
Rajawali Pera,2020), hlm. 115.
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konsumen dan menghilangkkan unsur kerelaan. Hal ini dijelaskan dalam hadis

berikut :
G () 3000 (o) A Ao OB (g8 Sk ) Jlia A 4l Al G 1
bbjc'él.@ 2 \/@;\)}J‘(DUJ?SM'A)

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual
beli dengan cara melempar batu dan melarang jual beli yang
mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).” (H.R. Muslim).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, gharar mencakup segala bentuk
ketidakjelasan yang dapat menimbulkan sengketa, termasuk ketidakjelasan
harga yang baru dikatahui setelah transaksi berlangsung. Dalam konteks jual
beli makanan dan minuman, tidak dicantumkan harga sebelum akad dinilai
sebagai praktik keadilan dan perlindungan konsumen dalam Islam.*

Pada hadist ini mejelaskan bahwa kejelasan harga merupakan syarat
penting dalam menjaga keadilan dan kerelaan dalam transaksi jual beli.
Ketidakpastian harga menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan
karena tidak memperoleh informasi yang cukup sebelum akad berlangsung.
Oleh karena itu, pencantuman harga secara jelas sebelum transaksi merupakan
bentuk perlindungan konsumen yang sejalan dengan konsep saman dalam figh
muamalah.

Prinsip keadilan juga ditegaskan Rasulullah SAW melalui larangan
membuat zalim, sebagaimana hadisnya :

b esalie I duaa atln Sl oo 2 gt 260 (a5 B ) Al
(o), ol i)

Artinya : “Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas
diri-ku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka
janganlah kalian saling menzalimi,”

Menurut Al-Qurtubi, kezaliman dalam muamalah mencakup segala

bentuk pengambilan hak orang lain tanpa kerelaan atau harga yang sah,

%0 Wahbah az-zuhaili, Al-Figh al-islami wa adillatuh, Jilid 1V, Cet. Ke-10 (Damaskus:
Dar al-Fikr, 2019), hlm. 286.
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termasuk melalui transaksi yang tidak transparan atau harga yang tidak
diberitahukan secara jelas. Praktik semacam ini bertengan dengan tujuan syariat
(Magasid syari’ah) yang menekankan perlindungan harta (hifz mal).51

Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan peringatan keras terhadap
praktik ekonomi yang merugikan konsumen, dalam ini Rasulullah SAW

bersabda:

e A G ek s D e O O (ks 0 e B e A
G 38 al daall 5505 855 Jal & (o1, g2 )

Artinya : “Dari abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda : Takaran

adalah takaran penduduk madinah dan timbangan adalah timbangan
penduduk mekah.”

Menurut Imam Al-Khattabi, Hadis ini menegaskan kewajiban
menggunakan standar yang jelas dan diketahui secara umum dalam transaksi.
Meskipun hadis ini berbicara tentang takaran dan timbangan, para ulama
memperluas maknanya pada seluruh bentuk standar transaksi, termasuk
penetapan harga. Harga yang tidak memliki standar atau tidak diumumkan
secara jelas membuka peluang ketidakadilan dan perselisihan.52

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menekankan pentingnya
adanya ukuran dan standar yang jelas dalam setiap transaksi. Penyebutan
takaran dan timbangan dakam hadis tersebut mengandung makna bahwa

transaksi tidak boleh dilakukan secara samara tau ukuran yang tidak pasti.

B. Syarat-syarat Saman pada Akad Bai’ Musawwamah
Syarat-syarat yang ditetepkan para ulama terkait saman (harga) dalam
akad bai’ musawwamah menjadi ketentuan penting untuk memastikan transaksi

jual beli yang disepakati dan dilakukan para pihak memiliki keabsahan,

51 Al-Qurtubi, Al-Jami’li Ahkam Al-Quran, Juz 111, (Beirut: Mu’assah Al-Risalah,
2020), hlm 87
52 Al-Kattabi, Maallim As-Sunan, Juz 111, (Beirut: Dar al-Ma’rifah), 2021, him. 211.
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sehingga akad bai’ musawwamah yang dilakukan tersebut memenuhi aspek
tasarruf fi isti’mal al-mal dalam ﬁgh.53 Bai’ musawwamah sebagai bentuk
spesifik dari akad jual beli yang memberi peluang negosiasi maka pihak penjual
wajib memberi peluang bagi pembeli untuk menegosiasikan harga jual tanpa
mengungkapkan harga pokok dari objek yang diperjualbelikan. Secara umum
berikut ini penulis paparkan syarat dari penetapan saman sebagai bagian dari
objek transaksi yaitu sebagai berikut:

Pertama, saman harus diketahui dan ditentukan secata jelas (ma ‘liim).
Para ulama sepakat bahwa kejelasan harga merupakan syarat sah jual beli,
karena ketidakjelasan harga dapat menimbulkan unsur jahalah yang dilarang
dalam muamalah.”* Penetapan harga yang jelas juga mencerminkan prinsip
keadilan, dimana masing-masing pihak memahami hak dan kewajiban kecara
profesional. bai’ musawwamah tetap sah selama harga telah disepakati secara
transparan, meskipun tanpa pengungkapan biaya dan keuntungan penjual.

Kedua, pada saman harus memiliki nilai dan diakui sebagai alat tukat
yang sah. saman dalam bai’ musawwamah pada umumnya dalam bentuk uang,
baik tunai maupun non-tunai, selama memiliki nilai ekonomis dan dapat
digunakan sebagai alat pembayaran yang sah menurut hukum dan syariat.
Ulama kontemporer pada umumnya membolehkan penggunaan mata uang
modern sebagai saman, karena mata uang tersebut telah memenuhi fungsi utama
uang, yaitu sebagai alat tukar dan ukuran nilai dalam bertransaksi.” Apabila
saman berbentuk selain uang maka harus berupa sesuatu yang bernilai, dapat
diserahterimakan, dan tidak dilarang oleh syariat. Hal ini bertujuan untuk
memastikan bahwa transaksi tidak mengandung unsur gharar maupun penipian

yang dapat merugikan salah satu pihak.

%% Nuzulliah Rahmah, Asmuni, “Harta Benda (Al-Mal) dalam Figh Muamalah,” Jurnal
Ekonomi Syari’ah, hlm 3.

> Wahbah al-Zuhaily, 4/- Figh Al-islami wa Adillatuh, jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr,
2018), hlm. 248-249

5 Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maslahah dan Inovasi Produk Keuangan
Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 112.
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Ketiga, saman tidak boleh mengandung unsur riba. Dalam akad bai’
musawwamah ini, harga yang disepakati harus terbatas dari praktik riba, baik
riba fadhl maupun riba nasi’ah. Penentuan harga yang disertai tambahan scara
berlebihan, khsususnya akibat penangguhan pembayaran tanpa alasan yang
dibenarkan oleh syari’at, termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Oleh
karena itu, saman harus didasarkan pada kesepakatan wajar dan tidak menzalimj
salah satu pihak.56 Larangan riba dalam penetapan harga bertujuan menjaga
kesimbangan dan keadilan dalam transaksi yang adil dalam Islam, sehingga bai’
musawwamah dapat menjadi sarana penukaran yang halal dan membawa
kemaslahatan bagi para pihak.

Keempat, saman harus disepakati atas dasar kerelaan para pihak
(taradin). Prinsip kerelaan ini merupakan asas fundamental dalam setiap akad
muamalah. Harga yang ditentukan dalam bai’ musawwamah harus lahir dari
kesepakatan bebas tanpa adanya paksaan, tekanan, dan penipuan. Prinsip ini
sejalan dengan ketentuan syari’ah yang melarang pengambilan harta orang lain
secara bathil.”’ Dengan adanya prinsip kerelaan, akad bai’ musawwamah
mencerminkan hubungan hukum yang adil dan saling menguntungkan, sehingga
tujuan syariat (maqasid al-syari‘ah) dalam menjaga harta (hifz al-mal) dapat
terwujud.

Terpenuhinya syarat-syarat saman dalam figh muamalah, diharapkan
hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli makanan
dan minuman dapat berjalan decara adil dan seimbang.

Menurut Taqi Usmani, kejelasan saman merupakan syarat utama dalam
akad jual beli yang tidak dapat ditawar, karena harga adalah informasi pokok
yang menentukan ada atau tidak adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.

Ketidakjelasan harga berpotensi menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam

% Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020),
hlm. 87.

> Safwan dan Benazir, “Konsep Kerelaan dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum
Islam,” Jurnal Tsaqafah, Vol. 18, 2 (2022), hlm. 201.
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Islam, sehingga akad yang dilakukan menjadi cacat secara hukum. Praktik jual
beli yang tidak transparan dalam penetapan harga tidak hanya merugikan
individu yang terlibat, tetapi juga dapat merusak tatanan pasar secara
keseluruhan karena hilangnya kepercayaan (trust) antara para pelaku ekonomi.
Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam praktik

muamalah.>®

C. Standarisasi Nilai Saman pada Akad Bai’ Musawwamah

Nilai saman dalam akad bai’ musawwamah ditetapkan berdasarkan
pertimbangan tertentu yang secara ekonomi membentuk harga jual suatu barang
atau jasa. Meskipun dalam akad ini penjual tidak mewajibkan mengungkapkan
rincian harga pokok maupun besaran keuntungan, kejelasan harga akhir tetap
menjadi syarat utama sahnya akad. Namun, harga yang disepakati dalam akad
ini disebut sebagai saman yaitu nilai yang wajib dibayarkan oleh pembeli
sebagai kompensasi atas barang yang diperjualbelikan. pemahaman terhadap
komponen harga menjadi sangat penting sebagai dasar penetapan saman yang
jelas dan terhindar dari unsur gharar.

Penetapan harga tidak didasarkan pada keterbukaan harga pokok barang,
melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan
pembeli. Berkaitan dengan nilai dan harga dalam bai’ musawwamah, dapat
diuraikan sebagai berikut:

1. Harga (saman) sebagai unsur pokok akad
Keberadaan harga yang jelas, pasti, dan disepakati oleh para pihak
merupakan syarat fundamental guna menghindari unsur gharar yang dilarang
dalam Islam. Dalam bai’ musawwamah penjual tidak dibebani kewajiban
untuk mengungkapkan harga pokok barang maupun besaran keuntungan

yang diperolehnya kepada pembeli. Secara signifikan nilai saman terbentuk

%8 Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance, (Karachi: Maktaba
Ma’ariful Qur’an, 2021), him. 112-114.
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dari berbagai komponen ekonomi yang memengaruhi penetapan harga akhir,
sehingga keberadaan harga yang disepakati menjadi dasar terciptanya
kepastian hukum dan keadilan dalam akad bai’ musawwamah.*

Saman dalam akad bai’ musawwamah memiliki peranan yang pokok
karena menjadi salah satu unsur penentu sah atau tidaknya jual beli tersebut.
Walaupun akad ini tidak mewajibkan penjual untuk mengungkapkan harga
pokok, harga yang disepakati harus jelas, pasti, dan diketahui oleh kedua
belah pihak.

2. Harga pokok produksi atau harga pokok penjualan (HPP)

Harga pokok produksi atau harga pokok penjualan (HPP) merupakan
seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penjual, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dalam rangka menghasilkan atau memperoleh barang yang
diperjualbelikan. HPP mencakup berbagai komponen biaya bahan baku
langsung, tenaga kerja langsunng, biaya kerja overhead yang meliputi sewa
tempat usaha, biaya listrik dan air, penyusutan peralatan, dan penggunakan
bahan penolong, serta memperhitungkan nilai persediaan awal dan
persediaan akhir barang dagang_;an.60 Pada akad bai’ musawwamah, penjual
tidak diwajibkan untuk mengungkapkan besaran HPP kepada pembeli,
namun HPP tetap berperan sebagai dasar rasional dalam penetapan harga jual
guna memastikan adanya keuntungan yang wajar dan tidak bertentangan

dengan prinsip keadilan dalam transaksi.

3. Biaya operasional non-produksi
Pada pelaksanaan kegiatan wusaha, penjual tidak hanya

memperhitungkan HPP yang menjadikan komponen biaya yang harus

% Ahmad Hasan Ridwan, Figh Muamalah Kontemporer: Teori dan Praktik, Jakarta:
Prenadamedia Group, 2021, hlm. 87-89.

80 git Nurhayati & Wasilah Abdullah, Akuntansi Syari’ah di Indonesia, Edisi Revisi,
Jakarta: Salemba Empat, 2022, him. 112—115.
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diperhitungkan oleh penjual, melainkan juga beragam biaya non-produksi
secara fungsi tidak berkaitan usaha dapat berjalan secara berkesinambungan.
Biaya operasional non-produksi ini mencakup pengeluaran untuk pemasaran,
distribusi, serta administrasi umum dan manajerial, yang menjadi bagian dari
keseluruhan struktur biaya perusahaan di luar biaya produksi pokok.
Berdasarkan hasil sejumlah penelitian, biaya-biaya tersebut merupakan
bagian dari beban usaha yang perlu ditutup melalui penetapan harga jual
barang atau jasa, sehingga keberadaannya secara tidak langsung
memengaruhi kebijakan penetapan saman oleh pelaku usaha guna menjaga
keseimbangan antara struktur biaya, tingkat keuntungan, dan daya saing
pasar.”!
4. Keuntungan (Ribh)

Keuntungan (ribh) dalam figh muamalah merupakan selisih antara
harga jual dan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penjual pada transaksi
pada suatu transaksi jual beli. Dalam perspektif hukum Islam, pengambilan
keuntungan tidak hanya dibolehkan, tetapi dipandang sebagai bagian yang
wajar dalam aktivitas ekonomi, selama dilakukan secara adil, tidak
berlebihan, dan tidak memanfaatkan ketidahtahuan pembeli. Prinsip syari’ah
menekankan bahwa keuntungan yang diambil dalam jual beli harus
mencerminkan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dari hak
konsumen, serta tidak mengandung unsur riba atau praktik yang dilarang
seperti penipuan maupun eksploitasi harga. Oleh karena itu, profit yang
proporsional dalam suatu akad jual beli menjadi acuan bahwa transaksi telah
memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara

penjual dan pembeli.62

® Kemuning, Linggar Sekar, Teguh Budi Raharjo, dan Aminul Fajri. 2024.

“Production, Promotion, and Operational Costs and Their Effects on Profitability: Indonesian
Food and Beverage Sector Analysis.” Atestasi: Jurnal llmiah akuntansi 8, No. 2 (2024)

82 Anis Padang Lawas, “Jual Beli dalam Islam” Journal Analisis Niaga dan llmu sosial
1, No. 2 (2025)
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5. Pajak dan biaya tambahan

Selain harga pokok barang, dalam praktik jual beli kontemporer
sering sekali terdapat pajak dan biaya tambahan seperti Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), biaya pengiriman, atau biaya administrasi tertentu. Dalam figh
muamalah, seluruh biaya tersebut diperbolehkan menjadi bagian dari saman
selama jumlah dan jenisnya dijelaskan secara transparan serta disepakati oleh
para pihak pada saat akad berlangsung. Kejelasan harga akhir ini merupakan
syarat untuk menghindari unsur gharar dan menjamin terpenuhinya prinsip
taradin dalam transaksi, sehingga akad jual beli tetap sah dan sesuai dengan
prinsip keadilan dalam Islam.®®

Standarisasi nilai saman dalam akad bai’ musawwamah merupakan
ketentuan penting untuk menjamin keabsahan akad dan mencegah terjadinya
gharar. Meskipun harga ditentukan melalui kesepakatan, namun saman tetap
harus berada dalam batas kewajaran yang diakui secara umum. Standarisasi
nilai ini bertujuan menjaga prinsip keadilan, kepastian, dan kerelaan para
pihak sebagaimana ditekankan dalam figh muamalah, sehingga transaksi
tidak merugikam salah satu pihak dan sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan standarisasi
atau tas’ir (penetapan harga) yang ditetapkan oleh pemerintah, sepanjang
kebijakan tersebut ditujukan untuk maslahah ‘ammah. Kebolehan ini
terutama berlaku dalam kondisi tertentu, seperti terjadinya kelangkaan
barang, praktik penimbunan, atau mekanisme pasar yang tidak berjalan
secara wajar sehingga menyebabkan lonjakan harga yang merugikan
masyarakat. Dalam pandangan kedua mazhab tersebut, intervensi pemerintah
dalam penetapan harga dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara
untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dan mencegah terjadiya

ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, pelaksanaan

%% Nurul Hidayah Tumadi, Teori Dasar Figh Muamalah: Hukum-Hukum Kontrak dalan
Islam, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Deepunlish, 2023), hlm. 115-117.
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tasir tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus
memenuhi sejumlah syarat, antara lain harga yang ditetapkan secara adil dan
proposional, dilaksanakan secara transparan, karena tujuan akhirnya adalah
meminimalkan mafsadah dan memaksimalkan maslahah dalam aktivitas

: 64
ekonomi masyarakat.

D. Ketentuan Mekanisme Pasar pada Penetapan Harga Jual Beli

Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan pada pelaku pasar untuk
menentukan harga barang dan jasa melalui mekanisme pasar. Kebebasan ini
didasarkan pada adanya kerelaan (farddin), antara penjual dan pembeli,
sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29. Oleh karena itu, penetapan
harga jual beli diserahkan kepada kesepakatan para pihak selama tidak
mengandung unsur kezaliman, penipuan, gharar, maupun riba.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kenaikan harga tidak selalu
disebabkan oleh perbuatan zalim para pedagang, melainkan bisa terjadi karena
faktor alamiah seperti menurunnya jumlah pasokan atau meningkatnya
permintaan. Dalam keadaan demikian, penetapan harga secara paksa justru
berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru. Akan tetapi, apabila kenaikan
harga disebabkan oleh adanya manipulasi pasar atau monopoli, maka penetapan
harga yang adil oleh pemerintah dibenarkan dalam rangka menegakkan
kemaslahatan umum.®

Mekanisme pasar dipahami sebagai interaksi antara kekuatan permintaan
(demand) dan penawaran (supply) dari produsen. Konsumen akan menentukan
tingkat pembelian berdasarkan kebutuhan, profesi, dan kemampuan daya beli,
sementara produsen menetapkan jumlah barang yang ditawarkan dengan

memperimbangkan biaya produksi serta keuntungan yang diharapkan. Dalam

% Abdul Manan Ismail, Maslahah dalam Penetapan Harga Barang, Journal Of Fatwa
Management and Research, Vol. 5 No 1 2026.

% Euis Amalia, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga dalam Perspektif
Ekonomi Islam,” Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syari’ah, Vol. 2 No. 1 (2010), hlm. 29.
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kondisi pasar yang berjalan, harga akan bergerak secara dinamis mengikuti
perubahan pola permintaan dan penawaran tersebut. Ketika terjadi peningkatan
minat beli dari konsuen atau perubahan kondisi produksi dari pelaku usaha,
harga akan menyesuaikan secara bertahap hingga mencapai tingkat yang dapat
diterima oleh kedua belah pihak.®®

Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam bukan sekadar cara harga
terbentuk secara otomatis, tetapi merupakan cara agar harga muncul dari
pertemuan yang wajar antara kehendak penjual dan kebutuhan pembeli. Karena
itu, harga jual beli pada dasarnya tidak lahir dari kehendak sepihak, melainkan
dari interaksi permintaan dan penawaran yang berjalan secara terbuka. Ketika
permintaan meningkat dan penawaran terbatas, harga cenderung naik,
sedangkan ketika penawaran melimpah dan permintaan menurun, harga akan
turun hingga mencapai titik keseimbangan. Oleh karena itu, harga yang
terbentuk melalui mekanisme pasar dipandang lebih adil dan menjadi tolak ukur
dalam menilai kewajaran suatu transaksi sesuai dengan prinsip syari’ath.67

Harga yang mengikuti mekanisme pasar dianggap lebih dekat kepada
rasa saling rela, kejelasan, dan keadilan, karena penjual tidak menetapkan harga
sesuka hati dan pembeli pun memiliki kesempatan menilai, membandingkan,
lalu memutuskan sendiri. Dalam kajian fikih muamalah, penetapan harga
dibicarakan sebagai bagian penting dari akad jual beli, karena harga atau saman
harus jelas, dapat diketahui, dan tidak menimbulkan penyesatan bagi pihak lain.
Dari sudut pandang ini, mengikuti mekanisme pasar bukan berarti menyerahkan
semuanya pada untung rugi semata, tetapi justru menjaga agar transaksi tetap

berada dalam koridor keadilan yang menjadi ruh dari jual beli dalam Islam.®®

% R. Hidayat, “Mekanisme Pasar dalam Pembentukan Harga,” Jurnal Ekonomi dan
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Relasi antara mekanisme pasar dan penetapan harga juga terlihat dari
kenyataan bahwa harga yang sehat biasanya lahir ketika para pelaku usaha
menetapkan harga dengan memperhitungkan biaya, kondisi persaingan, kualitas
barang, dan daya beli konsumen. Penetapan harga semacam ini akan lebih
mudah diterima masyarakat karena masih berada dalam rentang kewajaran
pasar. Sebaliknya, ketika harga dibuat tanpa dasar yang jelas, dinaikkan secara
mendadak, atau dibedakan tanpa informasi yang jujur, maka harga tidak lagi
mencerminkan mekanisme pasar yang sehat. Pada titik ini, yang muncul bukan
lagi harga pasar, melainkan harga yang dipaksakan oleh kekuatan tertentu, dan
itu bertentangan dengan semangat keadilan dalam ekonomi syari’ah.69

Dalam literatur ekonomi Islam, pasar tetap dihargai sebagai tempat yang
efektif untuk mengatur distribusi barang dan membentuk harga, tetapi pasar
tidak boleh dibiarkan menjadi ruang yang merugikan pihak lemah. Ulama dan
peneliti membedakan antara harga yang lahir secara alamiah dari interaksi pasar
dan harga yang muncul karena distorsi, seperti penimbunan, manipulasi
informasi, atau penguasaan pasar oleh pihak tertentu. Pada keadaan pasar yang
normal, pemerintah tidak semestinya memaksa harga, tetapi ketika terjadi
penyimpangan yang membuat harga jauh dari kewajaran, intervensi justru
dibolehkan untuk mengembalikan kemaslahatan umum. Pandangan ini sejalan
dengan pembahasan fas ‘ir dalam artikel terbaru yang menegaskan bahwa
pengaturan harga bisa dibenarkan ketika pasar tidak lagi berjalan secara adil.”

Namun demikian, Islam tidak membiarkan mekanisme pasar berjalan
tanpa pengawasan. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi
penyimpangan pasar seperti penimbunan barang yang membuat kelangkaan

buatan, negara memiliki legitimasi untuk campur tangan dalam penetapan harga.

® Fitra Analia dkk, “Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi
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Intervensi tersebut dimaksudkan sebagai penyesuaian agar harga kembali
mencerminkan kondisi pasar yang wajar dan tidak merugikan kepentingan

71
masyarakat luas.

E. Asas-asas pada Penetapan Harga dalam Mekanisme Pasar

Penetapan harga dalam mekanisme pasar memiliki kedudukan penting
dalam figh muamalah karena saman menjadi salah satu unsur pokok dalam akad
jual beli yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Harga berfungsi
sebagai alat tukar atas objek jual beli (mabi’) dan menjadi dasar timbulnya hak
serta kewajiban antara penjual dan pembeli. Penetapan harga tidak hanya
dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan hukum dan
akhlak yang harus dilandasi keadilan, kejujuran, serta kerelaan kedua belah
pihak. Harga yang tidak diketahui secara jelas atau tidak disampaikan sebelum
akad berlangsung dapat menimbulkan unsur gharar dan membuka peluang
terjadinya kezaliman terhadap salah satu pihak, khususnya konsumen. Oleh
karena itu, agar transaksi jual beli dapat berjalan sesuai dengan prinsip syari’at
dan mencerminkan keadilan dalam mekanisme pasar, penetapan harga harus
berpedoman pada asas-asas tertentu, sebagai berikut:

1. Asas Permintaan dan Penawaran (Supply and Demand)

Asas ini merupakan asas utama dalam mekanisme pasar yang
menjelaskan bahwa harga suatu barang atau jasa naik secara alami melalui
interaksi antara jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ketika
permintaan terhadap suatu barang atau jasa meningkat sementara penawaran
tetap, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran melebihi
permintaan, harga akan turun.”” Pertemuan antara permintaan dan penawaran

dapat melahirkan harga keseimbangan pasar, yaitu harga yang mencerminkan

™ Siti Zulaikha, “Mekanisme Pasar dan Intervensi Harga dalam Perspektif Ekonomi
Islam,” Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol. 6 No. 1, 2022, him. 54.

"2 Sadono Sukirno, Microekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga (Jakarta: Rajawali
Pers, 2016), hlm. 84



40

kondisi pasar yang wajar karena terbentuk secara alamiah tanpa penetapan
sepihak oleh pelaku usaha, sehingga mencerminkan produkktivitas yang tinggi
dan keadilan dalam transaksi.

2. Asas Kerelaan (taradin)

Asas ini menegaskan bahwa setiap transaksi jual beli, termasuk juga
penetapan harga, harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara
penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan, tekanan, manipulasi. Kerelaan hanya
dapat terwujud apabila kedua belah pihak memiliki pengetahuan yang cukup
mengenai objek transaksi, termasuk harga yang harus dibayarkan.”

Taradin menuntut agar harga diketahui dan disepakati sebelum akad
berlangsung. Apabila harga disembunyikan atau baru diberitahukan setelah
barang atau jasa dikonsumsi, maka kerelaan konsumen menjadi cacat karena
didasarkan ketidaktahuan.

3. Asas Keadilan (4/-‘4dl)

Asas keadilan (al-‘adl) merupakan prinsip fundamental dalam penetapan
harga menurut figh muamalah. Keadilan dalam penentuan harga menghendaki
agar harga tidak ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak bersifat eksploitatif,
atau memberatkan salah satu pihak dalam transaksi. Sehingga harga yang
ditetapkan harus sebanding dengan nilai barang atau jasa yang diperoleh
konsumen. Penjual diwajibkan menetapkan harga berdasarkan nilai manfaat dan
kondisi pasar yang wajar, sementara pembeli diberikan hak untuk memperoleh
harga yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas keadilan berfungsi
menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen dalam
transaksi jual beli.™

Islam menegaskan larangan segala bentuk kezaliman dalam transaksi,

sebagaimana tercermin dalam perintah untuk menegakkan keadilam dan

s Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Jilid 111 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), hlm.
147-148.
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melarang perbuatan aniaya. Penetapan harga yang adil menjadi sarana untuk
menjaga stabilitas pasar menciptakan kepercayaan antara para pelaku
ekonomi.”
4. Asas Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Penjual wajib menyampaikan informasi harga secara terbuka, baik
melalui daftar harga, menu, maupun pemberitahuan secara langsung.
Transparansi harga mencegah praktik penipuan(zad/is) dan melindungi
konsumen dari ketidakpastian serta sengketa setelah transaksi. Dalam hukum
perlindungan konsumen di Indonesia, asas keterbukaan informasi secara
normatif yang jelas dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c, yang menegaskan hak
konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang atau jasa. Ui

Asas ini menempatkan informasi sebagai instrument utama dalam
mencegah timbulnya kerugian konsumen akibat praktik usaha yang tidak adil,
termasuk penetapan harga yang dilakukan tanpa transparansi. Dengan adanya
keterbukaan informasi, konsumen memiliki dasar yang cukup umtuk menilai
kewajaran harga serta mempertimbangkan mamfaat dan resiko sebelum
melakukan transaksi.
5. Asas Keseimbangan Kepentingan (Maslahah)

Asas kesimbangan kepentingan menuntut agar penetapan harga tidak
hanya menguntungkan para pelaku usaha, tetapi juga harus melindungi
kepentingan konsumen dan mayarakat secara luas. Dalam figh muamalah,

keseimbangan ini dinyatakan melalui konsep maslahah yang menekankan

kepentingan masyarakat banyak (maslahah ‘ammah) sebagai tujuan syariat

™ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), hlm. 153.
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Rajawali Pers, 2022), hlm. 78.
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(magqasid al-syari‘ah), yakni upaya untuk memaksimalkan manfaat dan
mengurangi kemudharatan dalam transaksi ekonomi. 7

Konsep ini menegaskan bahwa penetapan harga tidak hanya berorientasi
pada keuntungan pelaku usaha, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan
konsumen dan kepentingan masyarakat secara umum. Asas keseimbangan tidak
hanya menekankan landasan dasar moral dan hukum dalam penetapan harga,
tetapi sekaligus menjadi landasan normatif bagi kebijakan publik yang responsif
terhadap kebutuhan masyarakat luas.
6. Asas Kejujuran

Asas kejujuran mengandung makna bahwa setiap pelaku usaha dalam
menetapkan harga wajib secara transparan, tidak menyesatkan, dan tidak
melakukan manipulasi yang dapat merugikan konsumen. Kejujuran ini
tercermin dalam penyampaian informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi
barang atau jasa, termasuk kualitas, kuantitas, serta faktor-faktor yang
memengaruhi pembentukan harga, sehingga konsumen dapat membuat
keputusan secara rasional dan tidak berada dalam posisi yang merugikan.78

Prinsip iktikad baik dalam hukum perjanjian memiliki hubungan yang
erat dengan tuntutan untuk bertindak secara jujur dan wajar dalam setiap
hubungan hukum. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak menjalankan hak dan
kewajibannya tanpa adanya niat untuk merugikan pihak lain. Dalam konteks
penetapan harga, hal tersebut berarti pelaku usaha tidak diperkenankan
menggunakan cara-cara yang menyesatkan, seperti memberikan informasi yang
tidak enar, menciptakan diskon semu, ataupun menaikkan harga secara tidak
porposional dalam kondisi tertentu demi memperoleh keuntungan sepihak.

Tindakan demikian tidak hanya bertentangan dengan etika bisnis, tetapi juga

" Euis Amalia, “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penctapan Harga Adil dalam
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berpotensi melanggar ketentuan hukum serta mengganggu keseimbangan dalam
mekanisme pasar.79
7. Asas persaingan

Asas persaingan memiliki peranan yang sangat penting dalam
menentukan harga melalui interaksi antar pelaku usaha. Adanya persaingan
mendorong produsen untuk menetapkan harga secara bersaing guna
mempertahankan serta meningkatkan bagian pasar mereka. Harga tidak tidak
ditetapkan secara sepihak, melainkan terbentuk dari proses interaksi antara
permintaan dan penawaran di pasar. Pada kondisi pasar sempurna tidak ada
satupun pelaku usaha yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga karena
banyaknya jumlah penjual dan pembeli, sehingga harga yang tercipta
mencerminkan keseimbangan yang efesien dan berkeadilan.** Namun, dalam
struktur pasar yang tidak sempurna seperti monopoli dan oligopoli, rendahnya
tingkat persaingan memberikan peluang bagi pelaku usaha tertentu untuk
mengendalikan harga, yang pada akhirnya dapat menimbulkan distori dalam
mekanisme pasar.
8. Asas biaya produksi

Asas biaya produksi merupakan salah satu dasar dalam penetapan harga
barang dan jasa. Asas ini menekankan bahwa harga jual suatu produk harus
ditentukan berdasarkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses
produksi, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead.
Harga yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan nilai ekonomis dari suatu

produk, tetapi juga menjamin bahwa produsn mampu menutup seluruh biaya

™ Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
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yang telah dikeluarkan. Pendekatan ini memberikan landasan yang adil dalam
menentukan harga, terutama dalam jangka panj ang.81

Penerapan asas biaya produksi juga memiliki peranan penting dalam
menciptakan efisiensi serta keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Dalam
praktiknya, metode yang umum digunakan adalah cost plus pricing, yaitu
penetapan harga dengan menambahkan margin keuntungan tertentu di atas total
biaya produksi. Meskipun mekanisme pasar pada dasarnya dipengaruhi oleh
faktor permintaan dan penawaran, biaya produksi tetap menjadi batas minimum
yang harus diperhatikan agar tidak menimbulan kerugian bagi produsen.

9. Asas Anti Penimbunan (Ihtikar)

Asas ini menegaskan bahwa pelaku pasar dilarang menahan atau
menyimpan barang untuk menciptakan kelangkaan yang tidak sebenarnya, yang
dapat menyebabkan harga naik secara tidak wajar. Tindakan penimbunan
dianggap sebagai suatu bentuk ketidakadilan karena merugikan konsumen dan
mengganggu keseimbangan pasar yang sehat. Oleh karena itu, sistem pasar yang
ideal tidak hanya bergantung pada kekuatan penawaran dan permintaan, tetapi
juga harus menghargai nilai moral, kejujuran, dan keadilan dalam distribusi
barang. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memantau
dan melakukan intervensi jika terjadi distorsi pasar akibat penimbunan,

monopoli, atau manipulasi harga.

8 Michelle Gracella dan Sufiyati, “Metode Penetapan Harga Jual Berdasarkan Biaya
Produksi dalam Bisnis Minuman Soda FizzyFun,” Jurnal Serina Abdimas, Vol. 2, No. 1 (2024).



BAB TIGA
KEPASTIAN HUKUM PADA HARGA PENJUALAN MAKANAN DAN
MINUMAN UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT
KONSEP SAMAN

A. Monografi Kawasan Wisata Pantai Lampuuk dan Aktivitas
Perdagangan Produk Makanan dan Minuman

Pantai objek wisata Lampuuk yang terletak di Kecamatan Lhoknga,
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dikenal sebagai salah satu Kawasan eko
wisata unggulan yang mengandalkan pantai dengan pasir eksotis dan gelombang
laut yang sangat layak untuk surfing, yang popularitasnya hingga kini masih
memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata
dan perekonomian masyarakat lokal Aceh Besar khususnya. Pantai ini memiliki
tingkat aksesibilitas yang tinggi bagi Masyarakat, karena memiliki jalan yang
sangat bagus dan lebar. Kondisi ini menjadikan Pantai Lampuuk sebagai salah
satu tujuan utama wisatawan, baik dari dalam daerah maupun luar daerah yang
mendorong perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Kondisi
tersebut menjadikan Pantai Lampuuk sebagai salah satu pusat pertumbuhan
usaha mikro dan kecil, khususnya di sektor kuliner, dengan sajian berbasis
seafood seperti ikan panggang dan lain-lain.®

Sebagai kawasan yang paling parah rusaknya pada peristiwa tsunami
Aceh tahun 2004, namun pasca bencana tersebut telah ditata kembali Pantai
Lampuuk yang menjadi kini terbagi secara administratif ke dalam beberapa
pintuk masuk utama, seperti Babah Satu dan sampai Babah Tiga, yang masing-
masing memiliki karakteristik unik, mulai dari area ramah keluarga hingga titik
ombak yang ideal bagi para perselancar. Keindahan alam ini mendukung oleh
infrastruktur jalan yang bagus, menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi baru

di sektor pariwisata bagi masyarakat lokal.

8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Profil Destinasi wisata Aceh, Profil

Destinasi Wisata Aceh, (Banda Aceh: Disbudpar Aceh, 2022).
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Keindahan panorama laut yang ditawarkan menjadi daya tarik utama
bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu, fasilitas pendukung seperti area
parkir, pondok wisata, serta warung makan yang tersebar di sepanjang Pantai
turut menunjang aktivitas wisata di kawasan ini. Jenis usaha di kawasan ini
meliputi warung makan, kafe, serta usaha kuliner tradisional yang menawarkan
aneka makanan dan minuman.®

Perdagangan makanan dan minuman di kawasan ini memiliki
karakteristik yang khas, yaitu seperti kondisi cuaca serta tingkat kunjungan
wisatawan. Pada hari libur, akhir pekan, dan musim wisata, aktivitas
perdagangan meningkat secara signifikan, sementara pada hari biasa cenderung
mengalami penurunan. Pola ini menunjukkan adanya ketergantungan yang kuat
antara sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi lokal di Pantai Lampuuuk.*

Perdagangan makanan dan minuman di Pantai Lampuuk pada umumnya
dikelola langsung oleh masyarakat lokal dengan memanfaatkan lahan yang
berada di sekitar area pantai. Pola pengelolaan usaha tersebut bersifat mandiri
dan belum berada dalam satu sistem pengelolaan terpadu oleh pemerintah
daerah. Akibatnya, setiap pelaku usaha memiliki keleluasaan dalam menetapkan
harga jual produk makanan dan minuman yang dipasarkan kepada konsumen.®

Aktivitas perdagangan produk makanan dan minuman di kawasan Pantai
Lampuuk merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi utama yang
berkembang seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. Kegiatan ini
didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola

langsung oleh masyarakat lokal, dengan memanfaatkan lokasi yang strategis di

sepanjang garis pantai. Dalam praktiknya, sistem perdagangan uang cenderung

8 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Aceh Besar dalam Angka 2023, Aceh
Besar: BPS, 2023.

5 Ibid.

® Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Profil Destinasi
Wisata Pantai Lampuuk, https://sisparnas.kemenparekraf.go.id/p/37013, diakses pada tanggal 28
Januari 2026.
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bersifat langsung, dimana penjual berinteraksi secara tatap muka dengan
konsumen tanpa perantara.

Faktor lain yang turut memengaruhi keberlangsungan usaha makanan
dan minuman di kawasan Pantai Lampuuk juga tidak dapat diabaikan. Salah
satunya adalah tingkat persaingan antar pelaku usaha yang cukup tinggi,
mengingat banyaknya warung dan kafe yang menawarkan produk serupa.
seperti meningkatkan kualitas rasa, kebersihan, pelayanan, hingga penataan
tempat usaha agar lebih menarik pengunjung. Sebagian pelaku usaha juga mulai
memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi untuk memantau konsumen
yang lebih luas, terutama wisatawan luar daerah. Pemanfaatan teknologi digital
ini menunjukkan adanya adaptasi pelaku usaha terhadap perkembangan zaman,
yang dalam teori pemasaran modern dikenal sebagai strategi pemasaran berbasis
digital (digital marketing).86

Jual beli dalam sektor makanan dan minuman menjadi bagian penting
dalam aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di kawasan wisata Pantai
Lampuuk. Interaksi antara pelaku usaha dan konsumen terjadi melalui proses
penawaran, penetapan harga, hingga transaksi pembayaran secara langsung di
lapangan. Dalam praktiknya, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada
keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan
keterbukaan agar tidak merugikan salah satu pihak.®” Hal ini menjadi penting
karena sektor makanan dan minuman berkaitan langsung dengan kebutuhan
sehari-hari.

Dalam perspektif hukum, kegiatan perdagangan di bidang makanan dan

minuman diatur dalam berbagai ketentuan yang menekankan pentingnya

8 M. Faisal Abdullah, Pengantar Ekonomi Mikro (Malang: UMM Press, 2021), hlm.
47.

8 Tan Nathalia, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Online Terkait Penampilan
Produk Makanan Diterima Tidak sesuai dengan yang Ditawarkan dalam Aplikasi”, Jurnal
Hukum Non Diskriminatif, Vol. 1, No. 2, Januari 2023.
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perlindungan terhadap konsumen. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk
memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai produk yang dijual,
termasuk terkait harga. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa konsumen
berhak memperoleh informasi yang transparan sebelum melakukan transaksi.®
Oleh karena itu, kejelasan harga menjadi salah satu aspek utama dalam
menciptakan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Aktivitas perdagangan makanan dan minuman di Pantai Lampuuk
menunjukkan adanya variasi harga antar pedagang, meskipun sebagian pelaku
usaha telah melakukan upaya musyawarah untuk menyeragamkan harga. Produk
yang diperdagangkan meliputi berbagai jenis makanan dan minuman, seperti
nasi goreng, nasi putih, mie instan, seafood, ikan bakar, cah kangkung, gorengan
seperti tempe goreng, tahu goreng, bakwan, kentang goreng, sosis, nugget, selain
itu, tersedia berbagai jenis minuman seperti kelapa muda, kopi, jus, dan juga
minuman kemasan lainnya. Sebagian besar produk tersebut diperoleh melalui
produksi mandiri oleh pedagang, sementara bagian lainnya berasal dari
distributor atau pemasok lokal.

Waktu operasional di Pantai Lampuuk biasanya berlangsung pada siang
hingga malam hari, dengan peningkatan aktivitas yang signifikan pada akhir
pekan dan hari libur nasional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah
pengunjung yang datang untuk berwisata. Adapun target pasar dari aktivitas
perdagangan ini adalah wisatawan lokal maupun luar daerah, serta Masyarakat

sekitar yang berkunjung ke kawasan Pantai.®®

8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
% Hasil wawancara dengan Dedi Hidayat, pemilik warung, pada tanggal 26 April 2026,
di Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.
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B. Sistem Penetapan Harga Makanan dan Minuman di Pantai Lampuuk
dan Prinsip Keterbukaan dan Transparansinya

Lazimnya mekanisme pasar terbentuk berdasarkan permintaan dan
penawaran termasuk yang mempengaruhinya pada tingkat dan intensitas
permintaan dan ketersediaan objek yang dibutuhkan pasar. Kondisi ini lumrah
terjadi pada berbagai pasar yang terbentuk secara alamiah. Namun dominasi
pihak penawar juga sering mempengaruhi tingkat harga pasar. Dalam riset ini
penulis menemukan unsur ini dalam mekanisme pasar pada transaksi jual beli
produk yang ditawarkan oleh pihak pedagang makanan dan minuman di
kawasan wisata Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa pihak pedagang di
kawasan ini cenderung lebih dominan posisinya dalam menetapkan harga
makanan dan minuman bahkan cenderung tanpa negosiasi karena ditetapkan
secara sepihak, sehingga dalam beberapa kasus menyebabkan pihak pembeli
merasa “digetok harga”, karena tidak mengetahui kondisi harga pasar di kawasan
Pantai Lampuuk terutama bila pengunjungnya berasal dari luar wilayah Kota
Banda Aceh dan Aceh Besar, atau pelancong yang belum pernah berkunjung ke
lokasi wisata ini, sehingga menemukan harga makanan dan minuman di wilayah
ini berbeda signifikan rafe nya dibandingkan dengan daerah lain dalam kawasan
Banda Aceh dan Aceh Besar.

Pedagang makanan dan minuman di kawasan Pantai Lampuuk memang
memiliki semacam paguyuban atau asosiasi non-formal, sehingga secara umum
mereka memiliki kesepakatan untuk menetapkan harga yang berlaku di kawasan
ini. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa harga makanan dan minuman
merupakan hasil kesepakatan bersama antara para pelaku usaha yang tidak
didasarkan pada acuan harga pasar yang berlaku di luar wilayah kawasan

pan‘[ai.90 Kesepakatan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi persaingan harga

% Hasil wawancara dengan Dedi Hidayat, pemilik warung, pada tanggal 26 April 2026,
di Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.
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yang tidak sehat antar pedagang, sekaligus memberikan jaminan kepada
pengunjung bahwa harga yang dibayarkan relatif wajar dan setara di setiap
warung.

Sistem penetapan harga bahwa mereka menetapkan harga secara
individual dan parsial, sehingga tidak didasarkan pada kesepakatan harga
kolektif yang disepakati oleh seluruh pedagang yang ada di Pantai Lampuuk.
Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan yang tidak
dilakukan setiap hari. Para pedagang biasanya hanya beroperasi pada hari
tertentu, terutama di hari weekend. Oleh karena itu, karena terendap modal
selama lima hari yang menyebabkan distribusi barang itu menjadi rendah, hal
inilah yang menyebabkan para pedagang untuk menetapkan harga secara
mandiri.

Para pedagang sepakat menyatakan bahwa praktik penetapan harga
secara parsial di Pantai Lampuuk berbeda dengan wilayah lain di sekitar
Kecamatan Lhoknga. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik aktivitas
perdagangan yang relatif pengunjung saat weekend. Sehingga kondisi ini

menyebabkan perputaran modal menjadi berkurang.

Tabel 3.1
Perkiraan Harga Normal Produk Makanan dan Minuman di Kawasan
Wisata Lampuuk
No. Produk Harga Wisata Lampuuk
1. | Air mineral Rp5.000
2. | Teh panas/dingin Rp8.000-10.000
3. | Kopi Hitam Rp8.000-10.000
4. | Cappucino/Coffemix/Nescafe Rp8.000-15.000
5. | Minum dingin kemasan Rp10.000-13.000
6. | Jus buah Rp15.000-20.000
7. | Kelapa muda Rp15.000
8. | Mie Goreng/Mie Kuah Rp15.000
9. | Nasi goreng telur Rp15.000
10. | Nasi goreng ayam Rp25.000
11. | Seafood/Indomie Seafood Rp30.000-35.000
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12.

Ikan bakar

Rp25.000/ons

13.

Udang/Cumi

Rp60.000-80.000

Sumber Data: Observasi menu Café Ungu dan Jitra di Kawasan Pantai Lampuuk, 26 April 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa harga produk makanan dan minuman

di kawasan Pantai Lampuuk relatif dengan menyesuaikan jenis bahan, terutama

pada menu seafood yang cenderung lebih tinggi dibandingkan makanan dan

minuman biasa.

Tabel 3.2
Perkiraan Harga Normal Produk Makanan dan Minuman di Kawasan non-
Wisata Lampuuk

No. Produk Harga non-wisata Lampuuk

1. | Air mineral Rp3.000

2. | Teh Rp5.000-6.000

3. | Kopi Hitam Rp5.000-6.000

4. | Minum sachet Rp5.000-8.000

5. | Jus buah Rp10.000

6. | Kelapa muda Rp8.000

7. | Mie Goreng/Mie Kuah Rp10.000

8. | Nasi goreng telur Rp10.000

9. | Nasi goreng ayam Rp15.000

10. | Seafood Rp30.000

11. | Ikan bakar Rp15.000-18.000/ons

kawasan Lampuuk, 26 April 2026

Sumber Data: Hasil yang ditetapkan masing-masing lokasi penjualan warung non-wisata

Data di atas menunjukkan harga produk makanan dan minuman di

tempat non-wisata atau di luar Pantai Lampuuk.

Tabel 3.3

Perbandingan Harga Kawasan Wisata dan non-wisata Lampuuk

No.

Produk

Harga Wisata Lampuuk

Harga non-wisata

Lampuuk
1. | Air mineral Rp5.000 Rp3.000
2. | Teh Rp8.000-10.000 Rp5.000-6.000
3. | Kopi Hitam Rp8.000-10.000 Rp5.000-6.000




52

4. | Minum sachet Rp10.000-13.000 Rp5.000-8.000

5. | Jus buah Rp15.000-20.000 Rp10.000

6. | Kelapa muda Rp15.000 Rp8.000

7. | Mie Goreng/Mie Rp15.000 Rp10.000

Kuah

8. | Nasi goreng telur Rp15.000 Rp10.000

9. | Nasi goreng ayam Rp25.000 Rp15.000

10. | Seafood Rp75.000-90.000 Rp30.000

11. | Ikan bakar Rp25.000/ons Rp15.000-
18.000/ons

Sumber data: Hasil observasi dan wawancara dengan pedagang di kawasan wisata dan non-
wisata Lampuuk, 26 April 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa harga makanan dan
minuman di kawasan wisata Pantai Lampuuk cenderung lebih tinggi
dibandingkan kawasan non-wisata. Sebagai contoh, harga kelapa muda di
kawasan wisata mencapai Rp15.000, sedangkan di kawasan non-wisata berkisar
Rp8.000. Demikian pula harga nasi goreng ayam di kawasan wisata mencapai
Rp25.000, sementara di kawasan non-wisata hanya sekitar Rp15.000. Perbedaan
tersebut menunjukkan adanya premium price yang lazim ditemukan pada
kawasan wisata karena dipengaruhi oleh lokasi usaha, biaya operasional, serta
tingginya permintaan wisatawan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawacara, masih banyak warung yang
belum mencantumkan daftar harga secara jelas sehingga konsumen tidak
mengetahui harga sebenarnya sebelum melakukan pemesanan. Kondisi tersebut
menyebabkan sebagian pengunjung merasa bahwa harga yang dikenakan terlalu
mahal atau tidak sesuai ekspektasi mereka.

Aktivitas perdagangan di kawasan ini memiliki karakteristik yang sangat
bergantung pada musim wisata dan hari kunjungan. Pada hari-hari biasa, jumlah
pengunjung yang datang cenderung lebih sedikit sehingga pendapatan pedagang
pun berkurang, Sebaliknya, pada akhir pekan khususnya hari Sabtu dan Minggu,
jumlah wisatawan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya peningkatan

permintaan terhadap produk makanan dan minuman. Kondisi ini menyebabkan
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sebagian pedagang melakukan penyesuaian harga secara fleksibel mengikuti
interaksi antara permintaan dan penawaran.

Faktor lain yang turut membentuk penetapan harga di kawasan ini adalah
ketidakstabilan harga bahan pokok di pasaran. Perubahan harga bahan baku, baik
yang disebabkan oleh kenaikan harga maupun kelangkaan barang, yang
membuat para pelaku usaha enggan menetapkan harga secara jelas dalam daftar
menu. Mereka lebih memilih untuk menyampaikan harga secara lisan langsung
kepada konsumen karena dianggap lebih praktis dan memungkinkan
penyesuaian yang cepat sesuai kondisi.

Prinsip keterbukaan dan transparansi harga merupakan salah satu aspek
penting dalam perlindungan konsumen dan pengelolaan kawasan wisata yang
baik. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap pelaku usaha berkewajiban
untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang atau jasa, termasuk harga yang ditetapkan. Transparansi harga
bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga membangun kepercayaan
antara pedagang dan konsumen. Dalam konteks pariwisata, kepercayaan
wisatawan terhadap kejelasan harga sangat menentukan pengalaman berkunjung
dan kemungkinan kunjungan ulang ke destinasi yang sama.”

Ketiadaan daftar harga yang jelas berpotensi menimbulkan ketimpangan
informasi, di mana konsumen tidak memiliki posisi tawar yang setara dengan
penjual. Kondisi ini membuka celah terjadinya praktik penetapan harga yang
tidak konsisten, terutama terhadap wisatawan yang tidak familiar dengan harga
lokal. Tidak tercantumkannya harga secara terbuka juga menunjukkan
kurangnya transparansi dalam kegiatan perdagangan di kawasan wisata. Padahal,
transparansi harga juga merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap

konsumen agar transaksi dapat berlangsung secara adil dan tidak merugikan

o Tjiptono, Fandy, Strategi Pemasaran: Prinsip dan Penerapan, (Yogyakarta: Andi
Offset, 2020), hIm.198.
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salah satu pihak. Dengan adanya daftar harga yang jelas, konsumen dapat
mengetahui besaran biaya yang harus dibayar sebelum melakukan pembelian.

Ketidakjelasan sistem harga di kawasan wisata dapat berdampak
langsung pada tingkat kepuasan dan kepercayaan wisatawan. Wisatawan,
khususnya wisatawan mancanegara atau mereka yang baru pertama kali
berkunjung, cenderung merasa tidak nyaman ketika harus menegosiasikan harga
secara lisan tanpa acuan tertulis yang dapat dijadikan pegangan. Dengan
demikian, transparansi harga bukan hanya persoalan etika bisnis, tetapi juga
berkaitan erat dengan keberlanjutan ekonomi pedagang itu sendiri dalam jangka
panjang.92

Dapat dipahami bahwa penentuan harga makanan dan minuman di
kawasan wisata Pantai Lampuuk dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti
kesepakatan antar pedagang, dan kondisi permintaan wisatawan. Meskipun
terdapat upaya untuk menjaga keseragaman harga, praktik di lapangan
menunjukkan masih adanya perbedaan harga dan belum optimalnya penerapan
transparansi kepada konsumen. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan
ketidaknyamanan bagi wisatawan serta memengaruhi tingkat kepercayaan
terhadap kawasan wisata. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan harga
yang lebih jelas dan terbuka melalui pencantuman daftar harga pada setiap
warung, sehingga tercipta perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat,
serta peningkatan citra Pantai Lampuuk sebagai destinasi wisata yang aman dan

nyaman bagi pengunjung.

C. Respon Konsumen terhadap Penetapan Harga Produk Makanan dan
Minuman di Pantai Lampuuk Kec. Lhoknga

Penetapan harga merupakan salah satu elemen penting dalam strategi

pemasaran yang secara langsung memengaruhi keputusan pembelian konsumen.

Di kawasan wisata Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga Aceh Besar, para

°2 Hasil wawancara dengan Faras, pengunjung Pantai Lampuuk, 26 April 2026.
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pedagang makanan dan minuman menetapkan harga berdasarkan pertimbangan
biaya produksi, keuntungan yang diinginkan, serta kondisi persaingan di sekitar
lokasi wisata. Namun demikian, respon konsumen terhadap harga yang
ditawarkan oleh para pedagang tersebut beragam, bergantung pada persepsi
nilai, tingkat kepuasan, dan ekspektasi masing-masing individu.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, konsumen menyatakan bahwa
harga yang ditetapkan oleh pedagang makanan dan minuman di Pantai Lampuuk
tergolong wajar dan sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan. Hal ini
diungkapkan oleh salah satu pengunjung yang menyebutkan bahwa harga
makanan di sana tidak jauh berbeda dengan harga di tempat wisata lainnya di
Aceh. Konsumen merasa puas dengan porsi makanan yang disajikan sehingga
harga yang dibayarkan dianggap sepadan dengan apa yang diperoleh.93

Di sisi lain, beberapa konsumen yang merasa bahwa harga makanan dan
minuman di Pantai Lampuuk terlalu tinggi, terutama jika dibandingkan dengan
harga di warung-warung biasa di luar kawasan wisata. Salah seorang konsumen
mengungkapkan bahwa harga mie goreng dan air mineral di kawasan pantai bisa
dua kali lipat lebih mahal dibandingkan harga normal.’* Konsumen lainnya juga
mengeluhkan ketiadaan daftar harga yang terpasang secara transparan di
beberapa warung, schingga mereka merasa tidak nyaman karena khawatir
adanya ketidaksesuaian antara harga yang diminta dengan harga yang
seharusnya.” Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan transparansi harga
yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari para pelaku usaha di kawasan
wisata Pantai Lampuuk.

Respon konsumen terhadap penetapan harga juga dipengaruhi pada

seberapa sering mereka berkujung serta tingkat pemahaman mereka terkait

*® Hasil wawancara dengan Humaira, salah satu konsumen, pada tanggal 26 April 2026,
di Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.
94 o
1bid.
% Hasil wawancara dengan Izatul, salah satu konsumen di Café Ungu, pada tanggal 26
April 2026, di Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.
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kawasan wisata. Konsumen yang baru pertama kali mengunjungi Pantai
Lampuuk cenderung lebih terkejut dengan harga yang ditetapkan, sementara
konsumen yang sudah sering berkunjung umumnya telah menyesuaikan
ekspektasi mereka terhadap harga di kawasan wisata. Selain itu, konsumen dari
luar daerah atau wisatawan yang datang dari kota besar seperti Banda Aceh
cenderung menganggap harga di Pantai Lampuuk masih terjangkau, sedangkan
konsumen lokal dari sekitar Kecamatan Lhoknga justru lebih sensitif terhadap
kenaikan harga karena mereka memiliki referensi harga pasar yang lebih dekat.
Salah satu pengunjung warung merah putih mengungkapkan bahwa ia
merasa terkejut setelah mengetahui total biaya yang harus dibayarkan karena
tidak terdapat daftar harga yang dipasang secara jelas di warung tersebut.
Menurutnya, ketidaktranspanan harga ini menimbulkan rasa tidak nyaman dan
menyulitkan gkonsumen dalam memperkirakan jumlah pengeluaran yang harus
disiapkan. Kondisi ini juga dapat memunculkan kekhawatiran bahwa harga yang
dikenakan tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen atau tidak sebanding
dengan harga yang diterima.*® Oleh karena itu, penulis berharap setiap pelaku
usaha menantumkan daftar harga secara tertulis agar konsumen dapat
mempersiapkan anggaran dengan lebih baik sebelum melakukan transaksi.
Pengalaman serupa juga disampaikan oleh pengunjung bahwa mereka
sudah terbiasa dengan harga di kawasan wisata tersebut, namun tetap merasa
kurang nyaman karena harga yang dibayarkan terkadang berbeda antara satu
kunjungan dengan kunjungan berikutnya untuk jenis produk yang sama.
Menurutnya, ketidakkonsistenan harga tersebut menyulitkan konsumen lokal
dalam memberikan rekomendasi kepada kerabat atau tamu yang ingin
berkunjung karena tidak dapat memberikan gambaran biaya yang pasti.97

Sementara itu, disampaikan oleh seorang pengunjung yang datang ke Pantai

% Hasil wawancara dengan Rizky, pengunjung Pantai Lampuuk, pada tanggal 26 April
2026, di Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.

°" Hasil wawancara dengan Aisyah, pengunjung Pantai Lampuuk, pada tanggal 26 April
2026, di Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.
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Lampuuk bersama rekan-rekannya dari luar Aceh. la mengaku kecewa karena
memesan beberapa jenis makanan dan minuman tanpa mengetahui harga terlebih
dahulu akibat tidak tersedianya menu tertulis. Ketika pembayaran dilakukan,
total tagihan jauh melebihi perkiraannya dan sempat menimbulkan perdebatan
dengan pihak penjual. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya
regulasi yang lebih ketat untuk mewajibkan transparansi harga di seluruh warung
dan kafe di kawasan wisata guna melindungi hak konsumen dan menjaga citra
pariwisata Aceh secara keseluruhan.*®

Perbedaan harga untuk produk yang sama serta tidak tersedianya daftar
harga menimbulkan ketidaknyamanan, kesalahpahaman dalam transaksi, dan
berpotensi merugikan konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha
belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana
menjadi bagian dari hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar,
jelas, dan jujur mengenai kondisi serta harga barang atau jasa yang ditawarkan.
Dengan demikian, diperlukan upaya pengawasan dan penegakan aturan yang
lebih efektif guna menjamin perlindungan hukum bagi konsumen di kawasan
wisata Pantai Lampuuk.

Ketidakjelasan informasi harga juga berpengaruh terhadap tingkat
kepercayaaan konsumen. Konsumen cenderung merasa ragu untuk melakukan
pembelian apabila harga tidak diketahui secara pasti, karena adanya
kekhawatiran harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan perkiraan. Dalam
beberapa kasus, perbedaan antara harga yang dibayarkan dan ekspektasi
konsumen dapat menimbulkan rasa kecewa, tetapi meskipun tidak selalu
berujung konflik secara langsung. Selain itu, kenyamanan konsumen dalam
melakukan transaksi sangat dipengaruhi oleh ketebukaan informasi harga.
Konsumen umumnya lebih memilih untuk mengetahui harga terlebih dahulu

sebelum memesan guna menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu,

% Hasil wawancara dengan Rizky, pengunjung Pantai Lampuuk, pada tanggal 26 April
2026, di Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.
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transparansi harga menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa aman serta
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.”

Penilaian konsumen terhadap kewajaran harga juga menjadi faktor yang
dapat memengaruhi keputusan pembelian. Di kawasan wisata Pantai Lampuuk,
Sebagian konsumen memahami bahwa harga produk makanan dan minuman
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah non-wisata. Hal ini
dianggap wajar karena adanya biaya tambahan seperti transportasi bahan baku
dan Lokasi usaha yang strategis. Namun konsumen tetap mengharapkan adanya
kesesuaian antara harga yang ditetapkan dengan kualitas produk serta pelayanan
yang diberikan. Apabila harga dinilai terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan
kualitas yang memadai, maka konsumen cenderung merasa dirugikan.

Sikap pelaku wusaha dalam menyampaikan harga juga turut
mempengaruhi pengalaman konsumen. Pelaku usaha yang secara terbuka dan
ramah menjelaskan harga cenderung mendapatkan respon yang lebih positif.
Komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli dapat mengurangi potensi

kesalahpahaman serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

D. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Ketidakpastian
Harga di Pantai Lampuuk

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidakpastian
harga tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan pemerintah, tetapi
juga memerlukan kesadaran dari konsumen itu sendiri. Dalam hal ini, konsumen
harus aware (sadar dan waspada) terhadap informasi harga yang ditawarkan
sebelum melakukan transaksi. Konsumen perlu memperhatikan kejelasan
pencantuman harga, menanyakan apabila terdapat perbedaan harga, serta
meminta bukti transaksi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya.

Sikap kehati-hatian dari konsumen dapat meminimalkan risiko kerugian akibat

% Hasil wawancara dengan Rahma, pengunjung Pantai Lampuuk, pada tanggal 26 April
2026, di Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.
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ketidakjelasan atau perubahan harga yang tidak sesuai dengan informasi yang
diberikan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, perlindungan hukum yang
efektif akan terwujud apabila diimbangi dengan tingkat kesadaran dan
pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya dalam setiap transaksi.

Menyikapi hal tersebut, dinamika transaksi di kawasan Pantai Lampuuk,
Kab. Aceh Besar, bertumpu pada penguatan implementasi Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu langkah
penting adalah pemenuhan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang
akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa
sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf c.

Pada praktiknya, ketidakpastian harga di kawasan Pantai Lampuuk sering
menyebabkan kerugian bagi konsumen akibat tidak adanya standar tarif yang
jelas dan transparan. Kondisi seperti ini membuka peluang bagi pelaku usaha
untuk menetapkan harga secara sepihak tanpa adanya kejelasan informasi
terlebih dahulu kepada konsumen. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip
keterbukaan informasi yang menjadi salah satu asas penting dalam perlindungan
konsumen.'®

Pertama, dalam rangka menghindari praktik gharar dalam transaksi, para
penjual perlu menjelaskan harga produk kepada konsumen secara terbuka, baik
secara lisan maupun melalui pencantuman label harga yang dapat dibaca dengan
jelas. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik warung menyatakan bahwa sudah
berupaya menyampaikan harga kepada pembeli sebelum transaksi berlangsung,
meskipun belum seluruhnya dalam bentuk tertulis.

Kedua, meskipun transaksi yang berlangsung di kawasan wisata Pantai
Lampuuk cenderung bersifat kondisional dan musiman dengan lonjakan
permintaan pada hari-hari tertentu, para penjual seyogianya tetap tidak

mengambil keuntungan secara berlebihan. Dedi Hidayat selaku pemilik warung

100 R Serfianto D. Purnomo, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam
Transaksi Jasa,” Jurnal hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 2, 2021, him. 210.
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mengakui bahwa harga di kawasan wisata memang lebih tinggi dibandingkan
warung biasa, namun ia menekankan pentingnya menjaga kewajaran harga agar
tidak mengecewakan pembeli dan merusak kepercayaan konsumen.

Ketiga, para penjual juga berusaha untuk memperoleh barang dagangan
langsung dari distributor atau pedagang grosir sehingga harga pokok dapat
ditekan dan tingkat keuntungan yang diperoleh tetap kompetitif tanpa harus
membebankan harga yang terlalu tinggi kepada konsumen. Strategi pengadaan
barang yang efisien merupakan bagian dari pengelolaan usaha yang bertanggung
jawab dan berorientasi pada keadilan bagi semua pihak, sejalan dengan
semangat transparansi harga yang dianjurkan dalam konsep saman dalam figh
muamalah.'®*

Praktik penetapan harga yang tidak transparan mencerminkan adanya
ketidakadilan dalam posisi antara pelaku usaha dan konsumen, keseimbangan
antara kedua belah pihak merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan
keadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, transparansi harga menjadi
alat utama dalam menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi
konsumen.

Upaya perlindungan konsumen juga perlu di dukung oleh sosialisasi dan
edukasi secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha, mengingat banyak
diantara mereka yang belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum terkait
transparansi harga bukan karena niat merugikan, melainkan karena keterbatasan
pemahaman dalam pengelolaan usaha.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang konkret bagi
konsumen di kawasan Pantai Lampuuk, terdapat beberapa hak konsumen yang
wajib dipenuhi oleh setiap pelaku wusaha. Pertama, konsumen berhak
menanyakan informasi secara jelas tentang menu dan harga produk yang

ditawarkan sebelum transaksi dilakukan. Hak ini diatur dalam Pasal 4 huruf ¢

191 Hasil wawancara dengan Dedi Hidayat, pemilik warung, pada tanggal 26 April 2026,
di Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang
menegaskan bahwa setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dalam konteks
kawasan wisata Pantai Lampuuk, pemenuhan hak ini dapat diwujudkan melalui
kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan daftar menu beserta harga secara
tertulis dan mudah dibaca oleh konsumen.'®

Kedua, meskipun berada di kawasan wisata yang bersifat rekreatif,
konsumen tetap dituntut untuk lebih aware dan bijak dalam berkonsumsi, yakni
hanya mengonsumsi apa yang benar-benar dibutuhkan, terutama bagi mereka
yang sedang dalam kondisi keuangan yang terbatas. Berdasarkan Pasal 4 huruf a
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang atau jasa. Pemenuhan hak ini merupakan kewajiban pelaku
usaha untuk memastikan bahwa lingkungan tempat usaha memberikan
pengalaman yang menyenangkan bagi setiap pengunjung. 103

Ketiga, konsumen juga perlu secara aktif meminta informasi harga yang
jelas sebelum transaksi berlangsung serta meminta bukti pembayaran atau
invoice setelah transaksi selesai dilakukan. Aisyah selaku pengunjung Pantai
Lampuuk menyatakan bahwa ia pernah mengalami ketidaksesuaian antara harga
yang disebutkan secara lisan dengan jumlah yang tertera dalam tagihan,
sehingga menurutnya bukti pembayaran tertulis sangat penting sebagai alat
kontrol dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam
konteks Pantai Lampuuk, pelaku usaha wajib membuka ruang komunikasi yang
memungkinkan konsumen menyampaikan keberatan atau keluhan terkait harga

maupun pelayanan secara langsung dan terbuka. Mekanisme penanganan

192 Mahmud Effendi, Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2020), hlm. 45.

18 YLKI, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Jakarta:Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia, 2015), hlm. 32.
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keluhan yang responsif tidak hanya mencerminkan itikad baik pelaku usaha,
tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak konsumen yang
dilindungi oleh hukum.'®*

Keempat, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau
penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 4
huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Hak ini sangat relevan dalam konteks Pantai Lampuuk, di mana konsumen yang
merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian antara harga yang dibayarkan dengan
kualitas produk atau pelayanan yang diterima berhak menuntut
pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Penegakan hak ini dapat dilakukan
melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara musyawarah, mediasi
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melalui jalur
litigasi apabila diperlukan. Dengan demikian, keempat hak konsumen tersebut
harus menjadi landasan utama bagi seluruh upaya perlindungan hukum yang

diterapkan di kawasan wisata Pantai Lampuuk.'®

E. Analisis Ketidakpastian Harga Produk Makanan dan Minuman
Menurut Konsep Saman

Ketidakpastian harga pada produk makanan dan minuman di kawasan
Pantai Lampuuk, Kab. Aceh Besar merupakan permasalahan yang perlu
mendapat perhatian serius. Kondisi ini muncul akibat tidak adanya keterbukaan
informasi harga yang jelas serta standar harga yang pasti di kalangan pelaku
usaha. Dalam hal ini, sering sekali menimbulkan ketidaknyamanan bagi
konsumen, karena harga baru diketahui setelah transaksi dilakukan. Situasi ini

berpotensi merugikan konsumen serta menciptakan ketidakseimbangan dalam

104 Hasil wawancara dengan Aisyah, pengunjung Pantai Lampuuk, pada tanggal 26
April 2026, di Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.

105 R. Serfianto D. Purnomo, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam
Transaksi Jasa,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 2, 2021, hlm. 215.
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hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks hukum
perlindungan konsumen di Indonesia, kondisi ini berpotensi melanggar
ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan yang benar, jelas,
dan jujur mengenai dan harga barang atau jasa yang ditawarkan pada
konsumen.*®

Realitas yang terjadi di kawasan Pantai Lampuuk menunjukkan adanya
kesenjangan yang sesuai antara ketentuan saman dalam figh muamalah dengan
praktik perdagangan yang berlangsung. Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara, masih ditemukan sejumlah warung dan kafe yang belum
mencantumkan daftar harga secara jelas. Konsumen yang datang umumnya
harus terlebih dahulu memesan makanan dan minuman sebelum mengetahui
harga yang harus dibayar. Ketidaktransparan seperti ini membuka ruang bagi
pedagang untuk mematok harga yang berubah-ubah, terutama kepada wisatawan
dari luar daerah yang tidak memiliki referensi harga setempat. Praktik ini
menciptakan ketimpangan informasi antara penjual dan pembeli, dalam
perspektif hukum Islam disebut sebagai jahalah (ketidaktahuan), yang dilarang
dalam muamalah karena berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian bagi
salah satu pihak.107

Berdasarkan konsep saman, praktik ketidakpastian harga yang berlaku di
Pantai Lampuuk jelas bertentangan dengan prinsip taradhin (kerelaan bersama)
yang menjadi landasan utama dalam setiap akad muamalah. Kerelaan hanya
dapat terwujud apabila kedua belah pihak memiliki pengetahuan yang cukup
mengenai objek transaksi, termasuk harga yang harus dibayarkan. Apabila harga
yang baru diberitahukan setelah barang atau jasa dikonsumsi, maka kerelaan
konsumen menjadi cacat karena didasarkan pada ketidaktahuan. Dalam hal ini,

Rasululllah bersabda bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar saling ridha, dan

1% Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
197 Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fattawa, (Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd, 1995), Juz
XXIX, hlm. 523.
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tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaaan hatinya. Menurut
Mahmud Effendi, hadis ini menjadi landasan perlindungan konsumen dalam
hukum Islam karena kewajiban pelaku usaha untuk bersikap transparan dalam
menetapkan harga agar tidak terjadi pemanfaatan ketidaktahuan konsumen.

Dalam penerapan akad bai’ musawwamah yang lazim terjadi di kawasan
wisata khususnya Pantai Lampuuk, konsep saman memiliki peranan yang sangat
penting karena harga ditetapkan sepenuhnya melalui kesepakatan antara penjual
dan pembeli, bukan berdasarkan informasi harga pokok. Syarat utama yang
harus dipenuhi dalam akad ini bahwa saman harus diketahui secara jelas
(ma’liim), memiliki nilai yang diakui secara sah, bebas dari unsur riba, dan
disepakati atas dasar kerelaaan para pihak.108 Apabila syarat-syarat tersebut tidak
dipenuhi, khususnya syarat kejelasan harga, maka transaksi yang terjadi dapat
dikategorikan mengandung unsur gharar yang menjadikan akad tersebut cacat
secara hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di Pantai Lampuuk, masih ditemukan
praktik penetapan harga yang belum sepenuhnya memenuhi konsep saman
dalam figh muamalah. Salah satu contohnya ialah masih adanya beberapa
warung yang tidak mencantumkan daftar harga makanan maupun minuman
sehingga konsumen baru mengetahui jumlah pembayaran setelah selesai
mengonsumsi makanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga belum
diketahui secara jelas sejak awal akad, padahal kejelasan harga merupakan salah
satu syarat dalam konsep saman.

Contoh lainnya adalah adanya perbedaan harga menu yang sama
antarwarung tanpa adanya informasi yang disampaikan terlebih dahulu kepada
konsumen. Misalnya, harga Indomie di salah satu warung sebesar Rp13.000,
sedangkan di warung lain mencapai Rp15.000. Perbedaan harga tersebut pada
dasarnya dibolehkan selama harga diberitahukan kepada konsumen sebelum

akad berlangsung. Namun, apabila konsumen baru mengetahui harga setelah

1% Tbnu Qudamah, AI-Mughni, (Riyadh: Dar’ Alam al-kutub, 1997) Juz VI, him. 5.
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selesai mengonsumsi makanan, maka kondisi tersebut tidak sejalan dengan
prinsip kejelasan harga dalam konsep saman dan berpotensi menimbulkan
sengketa antara penjual dan pembeli.lo9

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, ketidakpastian harga yang
dialami konsumen di Pantai Lampuuk melanggar ketentuan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 4 huruf
a dan c yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, serta hak
untuk mendapatkan informasi dan harga yang wajar. Selain itu, Pasal 7 huruf b
undang-undang yang sama juga menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang yang diperjualbelikan.110 Pelanggaran terhadap ketentuan ini
menunjukkan perlunya upaya perlindungan hukum yang lebih serius, baik
melalui pengawasan pemerintah daerah, maupun melalui penyadaran pelaku
usaha akan kewajiban mereka dalam menyampaikan informasi harga secara
transparan kepada setiap konsumen.

Menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, pemerintah
mempunyai kewenangan untuk melakukan standarisasi atau tas’ir (penetapan
harga) guna menjaga kemaslahatan umum (Maslahah ‘ammah), terutama apabila
mekanisme pasar tidak berjalan secara adil konsumen berada pada pihak yang

dirugikan.111

Oleh sebab itu, pemerintah Aceh Besar perlu mengambil kebijakan
yang konkret berupa peraturan yang mewajibkan setiap pelaku usaha di kawasan
Pantai Lampuuk mencantumkan daftar harga secara terbuka dan jelas di tempat
usahanya. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip saman dalam Islam

yang harus menekankan bahwa setiap transaksi jual beli harus didasarkan

199 Hasil wawancara dengan Dedi Hidayat, pemilik warung, pada tanggal 26 April 2026,

di Pantai Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar.

19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

111 Wahbah az-zuhaili, 4I-Figh al-islami wa adillatuh, Jilid 1V, Cet. Ke-10 (Damaskus:
Dar al-Fikr, 2019), hlm. 444.
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dengan kejelasan harga, kerelaan kedua belah pihak, serta keadilan pihak yang
terlibat.



BAB EMPAT
PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan konklusi dari pembahasan bab-bab
sebelumnya yang memuat tentang Kesimpulan dan saran yang didasarkan dari
rumusan masalah penelitian. Adapun Kesimpulan dan saran dari kajian ini akan

di paparkan dalam sub-sub di bawah ini:

A. Kesimpulan
1. Pihak manajemen kafe dan warung makan di Pantai Lampuuk tidak
terbuka dan transparan dalam menetapkan harga produk makanan dan
minuman disebabkan oleh beberapa faktor. Perfama, penetapan harga
sebagian besar masih dilakukan secara individual dan parsial oleh
masing-masing pedagang. Kedua, aktivitas perdagangan yang bersifat
musiman dan hanya berlangsung pada hari-hari tertentu. Ketiga,
ketidakstabilan harga bahan baku membuat pelaku usaha enggan
mencantumkan daftar harga secara tertulis dan lebih memilih

menyampaikan harga secara lisan.

2. Respon konsumen terhadap harga yang ditetapkan pemilik kafe dan
warung setelah makanan dan minuman dipesan dan dikonsumsi bersifat
beragam. Sebagian konsumen menilai harga yang dibayarkan masih
tergolong wajar dan sepadan dengan porsi serta kualitas produk yang
diterima. Namun, sebagian konsumen lain merasa keberatan karena harga
yang dikenakan dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan harga di
warung non-wisata. Keluhan yang paling banyak dikemukakan
konsumen adalah ketiadaan daftar harga yang dipasang secara terbuka.
Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakpastian harga berdampak
langsung pada menurunnya tingkat kepercayaan dan kenyamanan

konsumen terhadap pelaku usaha di kawasan wisata Pantai Lampuuk.
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3. Upaya perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap konsumen
menurut konsep saman dilakukan dengan mengembalikan praktik
penetapan harga pada syarat-syarat saman dalam akad bai’
musawwamah, yaitu harga harus diketahui secara jelas (ma liim),
disepakati atas dasar kerelaan kedua belah pihak (fardadhin), dan
terhindar dari unsur gharar maupun jahalah (ketidaktahuan). Wujud
nyata perlindungan tersebut meliputi kewajiban pelaku usaha
mencantumkan daftar harga secara tertulis dan mudah dibaca. Dengan
terpenuhinya syarat-syarat saman tersebut, transaksi jual beli makanan
dan minuman di kawasan Pantai Lampuuk dapat berlangsung secara adil,

transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

B. Saran

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, ada
beberapa saran yang diharapkan akan menjadi masukan dan bermanfaat bagi
seluruh pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar disarankan untuk menyusun Qanun
Kabupaten Aceh Besar atau paling tidak Peraturan Bupati yang secara
khusus mengatur perlindungan konsumen di kawasan wisata, terutama
mengenai kewajiban pencantuman harga makanan dan minuman secara
terbuka pada setiap tempat usaha. Regulasi tersebut perlu memuat
standar pencantuman daftar harga, kewajiban pelaku usaha memberikan
informasi harga sebelum transaksi, mekanisme pengawasan, serta sanksi
administratif berupa teguran tertulis, pembinaan, pembekuan sementara,
hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang berulang kali
melanggar ketentuan tersebut. Dengan adanya regulasi yang lebih
spesifik, kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha di kawasan
wisata Pantai Lampuuk akan lebih terjamin.

2. Pelaku usaha di kawasan Pantai Lampuuk hendaknya menerapkan

prinsip saman dengan mencantumkan daftar harga yang mudah dilihat
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konsumen sebelum transaksi berlangsung, memberikan informasi harga
secara jujur dan transparan, serta menghindari perubahan harga secara
sepihak agar tercipta transaksi yang adil, memberikan kepastian hukum,
dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.

. Bagi Konsumen diharapkan lebih proaktif memahami hak-haknya
terutama hak memperoleh informasi harga yang jelas dan jujur.
Konsumen juga disarankan menanyakan harga sebelum melaporkan
praktik harga yang tidak transparan kepada pihak berwenang apabila
merasa dirugikan.

. Teruntuk akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan melakukan
kajian lebih mendalam mengenai penerapan konsep saman dalam praktik
perdagangan wisata serta sinkronisasinya dengan hukum perlindungan

konsumen dalam figh muamalah.
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14.

Berdasarkan pengalaman Anda saat membeli makanan atau minuman di
warung atau kafe di Pantai Lampuuk, bagaimana cara pelaku usaha
menyampaikan informasi harga kepada Anda, dan apakah menurut Anda
cara tersebut sudah cukup terbuka dan jelas?

15.

Bagaimana perasaan Anda ketika harus membeli tanpa mengetahui
harga secara pasti terlebih dahulu, dan apakah hal tersebut
mempengaruhi kepercayaan Anda terhadap pelaku usaha di tempat ini?

16. | seberapa penting keterbukaan atau transparansi harga bagi konsumen
saat membeli makanan dan minuman? Bisa dijelaskan alasannya?
17. | Apakah Anda menanyakan harga terlebih dahulu sebelum membeli?

Mengapa?

18.

Apakah Anda pernah meminta penjelasan rincian harga (misalnya per
item) kepada penjual? Bagaimana tanggapan mereka?
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Lampiran 4: Dokumen Wawancara

Wawancara dengan salah satu pengunjung di Warung Jitra di Pantai Lampuuk
Kecamatan Lhoknga



Wawancara dengan Juariah pemilik Warung Café Ungu di Pantai Lampuuk,
Kecamatan Lhoknga

Wawancara dengan M.Amin Sebagai Pemilik Warung di Pantai Lampuuk
Kecamatan Lhoknga
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Wawancara dengan Faras Sebagai salah satu konsumen di Pantai Lampuuk,
Kecamatan Lhoknga
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